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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen 

perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra 

Perangkat Daerah Dan Renja Perangkat Daerah. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat 

daerah menyusun rancangan awal renja PD sebagai persiapan 

penyusunan Renja Inspektorat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja 

Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja 

Inspektorat Daerah tahun berjalan. 

Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya 

merupakan hasil proses pemikiran yang strategis yang menyikapi isu 

yang makin berkembang di masyarakat yaitu tuntutan untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

dan pemerintahan yang bersih (clean government). 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 



Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah 

mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan 

secara teknis administratif mendapat pembinaan dan i Sekretaris Daerah 

Kota Salatiga. 

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai 

upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana termuat 

dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Dalam Rencana 

Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 — 2029 dan Rencana Kerja 

Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Salatiga memfokuskan program 

dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan 

dan akuntabel. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang 

pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali 

terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hash l Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045; 



21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025-2029; 

22.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043; 

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045; 

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2025-2029; 

26. Peraturan Wall Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat Daerah; 

27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Dokumen Renja lnspektorat Daerah disusun dengan maksud 

untuk mengarahkan pelayanan lnspektorat Daerah khususnya dalam 

jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dan pembangunan daerah pada 

umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa 

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renja lnspektorat Daerah adalah 

untuk 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang balk, bersih dan 

melayani. 

2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. 

3. Tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah sebagai pedoman 

pencapaian program RPJMD selama satu tahun sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi lnspektorat Daerah Kota Salatiga. 

4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan 

selama satu tahun. 



1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota 

Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah 

Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah; 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah; 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 

Inspektorat Daerah. 

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB V PENUTUP 



BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT 

DAERAH 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan 

Capaian Renstra Inspektorat Daerah 

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui 

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka 

pencapaian visi dan misi, sehingga dapat dipelajari guna perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Total anggaran 

belanja Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2024 adalah sebesar 

Rp. 9.205.632.011,- dengan realisasi sebesar 8.375.054.773,- atau 

90,98 % Anggaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 11 

(sebelas) kegiatan serta 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2024 

mempunyai 3 (tiga) program utama dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Program ini Dengan total pagu tahun 2024 Rp.8.186.772.107 

dengan realisasi tahun 2024 Rp. 7.675.297.223,- atau 93,75 %. 

melalui kegiatan: 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah; 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah; 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 

Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2024 104.037.000,-

dengan realisasi tahun 2024 Rp. 26.523.750,- atau 25,49% melalui 

kegiatan: 



a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; 

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 

Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2024 Rp. 

914.822.904,- dengan realisasi tahun 2024 Rp.673.233.800,- atau 

73,59 % melalui kegiatan: 

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan; 

b. Pendampingan dan Asistensi. 

I. Realisasi Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan lnspektorat Tahun 

2024 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja 

sebagai berikut : 

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan 

lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

a. Input 

Dana : 5.000.000,- 
2.324.000,- keu: 46,48% dan fisik : 100% 

Realisasi 

b. Output 

Jumlah laporan keuangan LKjIP, LKPj, LPPD, Renja, 

PPRG, Perjanjian Kinerja, Register Resiko RTP, IKM, 

POK, Forum OPD, PMPRB dan PMPZI lnspektorat 

Daerah yang di targetkan 11 dokumen dapat terealisasi. 

c. Outcome : 

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah yang di targetkan 

1 tahun dapat terealisasi. 

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

a. Input 

Dana : 6.297.659.011,- 
, 5.941.022.860,- Keu : 94,34% Fisik : 100% 

Realisasi 

b. Output 

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 

lnspektorat yang di targetkan 40 orang dapat terealisasi 



c. Outcome : 

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan 

perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi. 

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

a. Input 

Dana : 17.500.800,- 

Realisasi : 17.280.000,- Keu : 98,74% Fisik :100% 

b. Output : 

Jumlah dokumen hash l penyediaan administrasi 

pelaksanaan tugas ASN yang ditargetkan 12 bulan dapat 

terealisasi 

c. Outcome : 

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan 

perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi 

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

a. Input 

Dana : 22.500.000 
17.239.450 Keu : 76,62 Fisik : 100% 

Realisasi : 

b. Output 

Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah 

SKPD (asuransi kendaraan dinas roda 4) yang di 

targetkan 1 dokumen dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terlindunginya kendaraan dinas roda 4 yang ditargetkan 

1 tahun dapat terealisasi 

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai 

a. Input 

Dana : 3.000.000,- 

Realisasi • 0,- Keu : 0 % Fisik : 80% 



b. Output : 

Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian 

kinerja pegawai yang di targetkan 1 dokumen dapat 

terealisasi 

c. Outcome : 

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan 

yang di targetkan 42 orang dapat terealisasi 

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

a. Input 

Dana : 360.000.000,- 

Realisasi : 342.191.000,- Keu: 95,05% Fisik:100°/0 

b. Output 

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (PKS 

dan peningkatan kapabilitas APIP) yang 

ditargetkan 42 orang dapat terealisasi. 

c. Outcome : 

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan 

yang di targetkan 42 orang dapat terealisasi 

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

a. Input 

Dana 9.000.000,- 

Realisasi 8.825.500,- Keu :98,06% Fisik :100% 

b. Output 

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor yang disediakan yang di targetkan 6 

paket dapat terealisasi. 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi. 

1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

a. Input 

Dana : 14.006.400,- 

Realisasi : 13.597.500,- Keu : 97,08 % Fisik : 100% 



b. Output : 

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 

yang ditargetkan 12 paket dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

a. Input 

Dana : 57.550.000,- 

Realisasi : 52.123.600,- Keu : 90,57% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang 

ditargetkan 12 paket dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

a. Input 

Dana 25.000.000,- 

Realisasi : 23.574.900,- Keu : 94,30% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang 

disediakan yang ditargetkan 24 paket dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 

Undangan 

a. Input 

Dana : 3.102.000,- 

Realisasi : 2.580.000,- Keu : 83,17 % Fisik : 100% 

b. Output • 

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang disediakan yang ditargetkan 

12 dokumen dapat terealisasi. 



c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

a. Input 

Dana : 15.000.000,- 

Realisasi 12.740.000,- Keu : 84,93% Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan 

yang ditargetkan 12 laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

a. Input 

Dana : 440.000.000,- 

Realisasi 385.086.166,- Keu : 87,52% Fisik : 100`)/0 

b. Output 

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD yang di targetkan 120 laporan dapat 

terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat 

daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi 

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

a. Input 

Dana : 284.913.500.- 

Realisasi : 276.419.500,- Keu : 97,02% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 

yang di targetkan 37 unit dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah 

penunjang urusan Pemerintah Daerah yang ditargetkan 1 

tahun dapat terealisasi 



1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

a. Input 

Dana : 2.500.000,- 

Realisasi : 1.092.000,- Keu :43,68% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 

(perangko, materai dan jasa pengiriman surat) yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi 

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

a. Input 

Dana : 37.238.000,- 

Realisasi : 28.476.588,- Keu : 76,47% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang disediakan yang ditargetkan 12 

bulan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi 

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

a. Input 

Dana 18.000.000,- 

Realisasi • 12.000.000,- Keu : 66,66 % Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor yang disediakan di targetkan 12 

laporan dapat terealisasi 



c. Outcome : 

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi. 

1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

a. Input 

Dana : 186.116.896,- 

Realisasi : 184.095.262,- Keu : 98,91% Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor (jasa tenaga administrasi 2 orang, 

tenaga kebersihan 1 orang dan tenaga administrasi 

kearsipan 3 orang) yang disediakan di targetkan 12 

laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah yang targetkan 1 tahun dapat 

terealisasi 

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

a. Input 

Dana : 25.480.600,- 

Realisasi : 22.838.000,- Keu : 89,63% Fisik : 100°/0 

b. Output - 

Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan 

Dinas Jabatan yang dipelihara (1 unit roda 4) yang di 

targetkan 1 unit dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 



1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

a. Input 

Dana : 204.754.900,- 

Realisasi : 177.778.797,- Keu : 86,83% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 

yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 

yang dipelihara ( 9 unit roda 4 dan 9 unit roda 2) yang 

ditargetkan 18 unit dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 

1.8.3 Pemeliharaan Mebel 

a. Input 

Dana : 9.000.000,- 

Realisasi : 9.000.000,- Keu: 100% Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah mebel yang dipelihara yang ditargetkan 1 tahun 

dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 

1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

a. Input 

Dana : 40.000.000,- 

Realisasi : 44.155.000,- Keu : 98,12% Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang 

ditargetkan 39 unit dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 



1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

a. Input 

Dana • 102.446.000,- 

Realisasi : 100.597.100,- Keu : 98,20% Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya lainnya 

yang dipelihara/direhabilitasi ditargetkan 1 tahun dapat 

terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 

1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 

a. Input 

Dana 2.004.000,- 

Realisasi : 260.000,- Keu: 12,97 % Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 

atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 

(gorden, taplak meja, karpet) yang ditargetkan 1 unit 

dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun 

dapat terealisasi 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja 

sebagai berikut : 

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 

a. Input 

Dana : 11.944.000,- 

Realisasi : 8.176.000,- Keu : 68,45 % Fisik : 95% 



b. Output : 

Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah 

yang ditargetkan 45 laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Input 

Dana : 8.471.000,- 

Realisasi : 3.466.000,- Keu : 40,92 % Fisik : 95% 

b. Output 

Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah 

daerah yang di targetkan 30 laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

2.1.3 Reviu Laporan Kinerja 

a. Input 

Dana : 3.120.000,- 

Realisasi : 2.960.000,- Keu : 94,87 % Fisik : 95% 

b. Output : 

Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang 

ditargetkan 5 laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

2.1.4 Reviu Laporan Keuangan 

a. Input 

Dana : 7.957.000,- 

Realisasi : 4.436.000.- Keu : 55,75 (Yo Fisik : 100% 

b. Output : 

Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang 

ditargetkan 40 laporan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 



2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal 

a. Input 

Dana • 6.159.000,- 

Realisasi : 2.151.750,- Keu: 34,94% Fisik : 95 )̀/0 

b. Output 

Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang 

terbentuk ditargetkan 1 kesepakatan dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi. 

2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

a. Input 

Dana 26.790.000,- 

Realisasi : 4.650.000,- Keu : 17,36 % Fisik : 100 % 

b. Output : 

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP 

c. Outcome : 

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan VVTP yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu 

2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah 

a. Input 

Dana : 22.350.000,- 

Realisasi • 540.000,- Keu : 2,42 % Fisik : 100% 

b. Output • 

Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah 

yang ditangani yang di targetkan 1 laporan dapat 

terealisasi 

c. Outcome : 

Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian 

negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan 

tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi. 



2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

a. Input 

Dana : 17.246.000,- 

Realisasi : 144.000,- Keu : 0,83% Fisik : 90% 

b. Output 

Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 

yang di targetkan 10 laporan dapat terealisasi 7 laporan 

sesuai jumlah pengawasan tujuan yang dilaksanakan 

c. Outcome : 

Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian 

negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan 

tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja 

sebagai berikut : 

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 

Fasilitasi pengawasan 

3.1.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan 

a. Input 

Dana : 5.000.000,- 

Realisasi : 768.000,- Keu: 15,36 % Fisik : 95% 

b. Output • 

Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang 

pengawasan yang di susun yang di targetkan 5 

rekomendasi dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Tersedianya kebijakan teknis pengawasan yang di 

targetkan 1 tahun dapat terealisasi 

3.2 Pendampingan dan Asistensi 

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 

a. Input 

Dana : 394.864.004,- 

Realisasi : 381.286.200,- Keu : 97% Fisik :100% 

b. Output 

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan 

dan asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di 

targetkan 5 rekomendasi dapat terealisasi 



c. Outcome : 

Terlaksananya tata kelola pemerintah daerah yang bebas 

KKN, akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun 

dapat terealisasi. 

3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

a. Input 

Dana : 25.840.000,- 

Realisasi 4.790.000,- Keu: 18,54 % Fisik : 100% 

b. Output 

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, 

asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di targetkan 32 

perangkat daerah dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas 

KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 

1 tahun dapat terealisasi 

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

a. Input 

Dana : 431.746.900,- 

Realisasi 245.954.600,- Keu : 56,97% Fisik :100 

b. Output 

Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

serta verifikasi pencegahan korupsi yang di targetkan 32 

perangkat daerah dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas 

KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 

1 tahun dapat terealisasi 

3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan 

Integritas 

a. Input 

Dana : 57.372.000,- 

Realisasi • 40.435.000,- Keu : 70,48% Fisik : 100% 



b. Output : 

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, 

asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang di 

targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi 

c. Outcome : 

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas 

KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 

1 tahun dapat terealisasi 

II. Faktor, lmplikasi Target Kinerja dan Kebijakan 

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan adalah adanya 

rencana time schedule, pengintensifan pelaksanaan rapat dan 

koordinasi pada kegiatan dan sub kegiatan terkait sehingga 

pencapaian target kinerja hash l / keluaran yang direncanakan dapat 

tercapai sedangkan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

target kinerja basil / keluaran yang direncanakan adalah karena 

adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. 

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Inspektorat 

Daerah atas pemenuhan target kinerja kegiatan adalah mendukung 

capaian kinerja perangkat daerah. 

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 

Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 

2024 tercantum pada Tabel T-C.29. 



Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
'erangkat Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Daerah  

300 

label T - C.29 
Rekapitulasi Evaluasi Hash l Pelaksanaan Renja (Renja Inspektorat Daerah) dan 

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kota Salatiga 

Kode 

Urusan / Urusan 
Bidang / Program / 

kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian 
Program 

Renstra PD 
Tahun (akhir 

periode 
Renstra 

Inspektorat 
(tahun 2026) 

Realisasi 
Target Kinerja 
hash program 
dan Keluaran 
Kegiatan s.d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2024 Target 
Kinerja & 
Anggaran 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Kinerja & Anggaran s/d Tahun 

2025 

Target 
Renja 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(0/0) 

Realisasi 
Capaian 

program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(°/0) Tahun 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)*100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

Urusan penunjang 
Urusan Bidang 
Pengawasan 

Kapabilitas APIP (Level) 3 3,04 3,00 3,000 100,00 3 9,04 2,26 

Nilai Maturitas SPIP 3,10 3,00 3,06 3,003 98,14 3,06 9,06 2,27 
Skor IEPK (0/0) 3,00 2,80 2,96 2,802 94,66 2,96 8,56 2,14 
Skor MRI (°/0) 3,00 2,87 2,86 2,897 101,29 2,86 8,63 2,16 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan Masyarakat 84 

- 

81 80,00 81,58 101,98 84 246,68 61,67 



14 14 

Target 
Renja 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%)  

14 14 100,00 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

100,00 1 1 1 1 1 3 0,75 

`Administrasi Ba 
Milik Daerah Pa 

erangkat Daera 
1 1 1 1 1 3 0,75 100,00 Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD 
Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

Kepegawaian 
[Perangkat D 

Persentase Terlaksananya 
Administrasi Kepegawaran 
Perangkat Daer  

Koord inasi dan 
penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2024 Target 
Kinerja & 
Anggaran 

Tahun 
2025 

14 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Kinerja & Anggaran s/d Tahun 

2025 
Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(%) Tahun 

2025 
10,50 

Realisasi 
Capaian 

program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2025 

42 

Jumlah laporan evaluasi kinerja 
perangkat daerah 
Persentase Pembayaran Gaji, 
Tunjangan ASN dan Laporan 
Administrasi Tugas ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 
Jumlah Dokumen Hashl 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

46 40 42 42 100,00 40 122 30,50 

100 300 100 100,00 75,00 

Realisasi 
Target Kinerja 
hash l program 
dan Keluaran 
Kegiatan s.d 
Tahun 2023 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD  

Eva luasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Target Kinerja 
Capaian 
Program 

Renstra PD 
Tahun (akhir 

periode 
Renstra 

F  Inspektorat 
(tahun 2026) 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Urusan / Urusan 
Bidang / Program / 

kegiatan / Sub 
Kegiatan 



Kode 

Urusan / Urusan 
Bidang / Program! 

kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
 (outcome)/ Kegiatan (output)! 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
C,apaian 
Program 

Renstra PD 
Tahun (akhir 

periode 
Renstra 

Inspektorat 
(tahun 2026) 

Realisasi 
Target Kinerja 
hasil program 
dan Keluaran 
Kegiatan s.d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2024 Target 
Kinerja & 
Anggaran 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Kinerja & Anggaran s/d Tahun 

2025 

Target 
Renja 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(0/0) 

Realisasi 
Capaian 

program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(0/0) Tahun 

2025 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

- - - #DIV/0! - - -  

Monitoring Evaluasi 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

42 42 42 
- 

42 100,00 42 126 31,50 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Tercapainya 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

100 

.. - 

Penyediaan 
Komponen instalasi 
Listrik / Penerangan 
bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

6 6 6 6 100,00 6 18 4,50 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

26 26 26 26 100,00 26 78 19,50 



Kode 

Urusan / Urusan 
Bidang / Program / 

kegiatan / Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcome)/ Kegiatan (output) / 

Sub Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian 
Program 

Renstra PD 
Tahun (akhir 

periode 
Renstra 

Inspektorat 
(tahun 2026) 

Realisasi 
Target Kinerja 

l hash program 
dan Keluaran 
Kegiatan s.d 
Tahun 2023 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan Tahun 

2024 Target 
Kinerja & 
Anggaran 

Tahun 
2025 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Kinerja & Anggaran s/d Tahun 

2025 

Target 
Renja 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Renja 
Tahun 
2024 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
 Capaian 

program dan 
Kegiatan s/d 
Tahun 2025 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target Renstra 
(%) Tahun 

2025 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

24 24 24 24 100,00 24 72 18,00 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 

Penyelenggara rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

120 120 120 120 100,00 120 360 90,00 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 100 100 100 100,00 200 50,00 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

- - - - - - 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

- - - - - - 



Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Ketersediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100 100 100 100 100,00 200 50,00 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

12 12 12 12 100,00 12 36 9,00 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Prosentase terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

100 100 100 100 100,00 200 50,00 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

18 18 18 18 100,00 18 54 13,50 



Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Dipelihara 

39 39 39 39 100,00 39 117 29,25 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 1 1 1 100,00 1 3 0,75 

PROGRAM 
PENYELENGGAFtAA 
N PENGAWASAN 

Persentase Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pengawasan 7 
Internal 

 

91,05 80 90,86 113,58 80 261,91 65,48 

Persentase  Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
BPK RI 

90 95,87 " 88 94,41 107,28 88 

Persentase Jumlah OPD 
Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP 

75 45 45 87 193,33 - 45 - 44,25 

Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Persentase laporan 
penyelenggaraan Pengawasan 
Internal 

. 

Pengawasan Kinena 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

48 48 48 48 100,00 48 144,00 36,00 

Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

26 26 26 26 100,00 26 78,00 19,50 

Reviu Laporan 
Kinerja 

Jumlah Laporan Hash l Reviu 
Laporan Kinerja 

4 4 4 4 100,00 4 12,00 3,00 

Reviu Laporan 
Keuangan 

Jumlah Laporan Hash l Reviu 
Laporan Keuangan 

12 12 12 12 100,00 12 36,00 9,00 



Kerjasama 
Pengawasan Internal 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal yang 
Terbentuk 

1 1 1 1 100,00 1 3,00 0,75 

Monitoring dan 
Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
APIP 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

4 4 4 4 100,00 4 12,00 3,00 

Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Persentase laporan Pengawasan 
dengan Tujuan Tertentu 

100 100 100 100 100,00 100 300 75,00 

Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang Ditangani 

1 1 1 1 100,00 1 3,00 0,75 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

10 10 10 10 100,00 10 30,00 7,50 

PROGRAM 
PERUMUSAN 
KEBIJAKAN 
PENDAMPINGAN 
DAN ASISTENSI 

Nilai MCP Korsupgah KPK 86 83 84 94,58 112,60 84 262 65,40 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Persentase laporan perumusan 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan 

100 100 100 100 100,00 200 50,00 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan yang 
Disusun 

5 5 5 5 100,00 5 15 3,75 



Pendampingan dan 
Asistensi 

Persentase Laporan 
pendampingan dan asistensi 

100 100 100 100 100,00 200 50,00 

Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

32 32 32 32 100,00 32 96 24,00 

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

32 32 32 32 100,00 32 96 24,00 

Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan 
dan 
Pemberantasan Korupsi 

7 7 7 7 100,00 7 21 5,25 

Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

32 32 32 32 100,00 32 96 24,00 



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi 

manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah 

dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan 

yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam 

rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur 

pemerintah yang bersih dan bebas dan i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan 

Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik (Good Governance). 

Capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga terkait dengan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan di bidang Pengawasan pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut : 

1. QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam 

mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan 

nilai 3 dan tahun 2024 dengan nilai 3,004 telah menunjukkan trend 

kenaikan pertumbuhan kinerja tetapi belum ada peningkatan capaian 

nilai yang berarti dan i tahun ke tahun. Komitmen jajaran APIP untuk 

meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring 

pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan 

pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 



Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan 

level QA SPIP. 

2. QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) 

Quality Assurance (QA) IEPK (lndeks Efektivitas Pengendalian 

Korupsi) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih 

NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan 

capaian 2,973 tahun 2023 dengan capaian 2,800 dan tahun 2024 

dengan capaian 2,802 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga 

masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat 

dicapai. Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas 

Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,802 (level 2) disebabkan belum 

adanya identifikasi risiko fraud dan kemitraan dan atas efektivitas 

pengendalian dan pengelolaan risiko belum dilakukan secara 

konsisten. Untuk mencapai perlu upaya pengendalian risiko korupsi 

dengan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik 

serta didukung SOP yang mencakup 3 prinsip pengelolaan risiko 

korupsi yakni cegah, deteksi dan respon serta mengoptimalkan 

penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan 

terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan. 

3. QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) 

QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dimana realisasi capaian kinerja 

tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai 

tahun 2022 dengan capaian 2,871, tahun 2023 dengan capaian 2,891 

dan tahun 2024 dengan capaian 2,897 dimana capaian ini masih di 

level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja 

level 3 dapat dicapai. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga 

perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta 

telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi 

juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai 

dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk 

komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus 

guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada 

seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit 

pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Salatiga. 



4. Kapabilitas APIP 

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 

kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan, yang 

ditunjang oleh dukungan pengawasan yang baik, sehingga 

menghasilkan pengawasan berkualitas dan mewujudkan perannya 

secara efektif capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024 dengan nilai 

capaian 3 telah menunjukkan trend kinerja yang stabil walaupun masih 

banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam 

rangka mempertahankan hash l capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan 

persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan mengintegrasikan 

semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata Kelola 

dan manajemen risiko. 

Capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang 

dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. lndikator 

kinerja program adalah sebagai berikut : 

a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Intern 

Pengawasan Internal pemerintah daerah yang tertuang dalam 

LHP bertujuan memberikan jaminan kualitas (Quality Assurance / 

QA) bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif 

dan sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Pengawasan internal di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

(Itprov). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah dokumen yang 

memuat informasi tentang temuan-temuan dan rekomendasi 

menurut kriteria / standar pengawasan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh pengawas. Hasil perhitungan laporan Tindak 

Lanjut Internal tahun 2024 di Kota Salatiga adalah 90,85%. Hasil 

TLHP internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat 

Kota Salatiga (83,21%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan 

Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah 

melebihi target tahun 2024 yaitu 80%, dengan persentase 

116,47%. Capaian persentase penyelesaian TLHP Internal tahun 

2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 



adalah 91,05% (menurun 0,2%) karena adanya peningkatan 

rekomendasi atas temuan LHP yang belum terselesaikan oleh 

OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir. 

b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

BPK RI 

Pemeriksaan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

adalah pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja pemerintah 

yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam 

hal ini dilakukan oleh BPK yang bertujuan memberikan keyakinan 

kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah akurat dan mematuhi peraturan. Hasil opini 

Pengawasan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan 

(LHP) BPK dengan 4 (empat) opini yang dapat diberikan yaitu: 

Wajar Tanpa Pengecualian (VVTP), Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat 

(TMP). Penyelesaian rekomendasi atas TLHP Pengawasan 

Eksternal dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dan i upaya 

perbaikan dan dapat diterapkan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh jajarannya di internal OPD dalam rangka 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil perhitungan 

laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2024 adalah 94,41%. Capaian 

ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 88% dengan persentase 

107,28% Capaian persentase penyelesaian TLHP Eksternal 

(BPK) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan capaian 

tahun 2023 adalah 95,87% (menurun 1,46%) karena di tahun 2024 

telah terbit 2 LHP BPK yaitu Audit Kinerja Mandatory Spending dan 

Audit Laporan Keuangan Kota Salatiga yang belum terselesaikan 

oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut 

berakhir. 

c. Nilai MCP Korsupgah KPK 

Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah program 

kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya 

pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah 

yang bersih dan bebas dan i korupsi dengan menggunakan platform 



dalam aplikasi Jaga.id yang merupakan aplikasi yang 

dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 

memantau dan menilai upaya pencegahan korupsi di pemerintah 

daerah. Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2024 

dengan capaian 94,58% mengalami kenaikan dibandingkan hasil 

capaian pada periode tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% 

dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 71 

cari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 25 

dan i 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah 

melebihi target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 

112,59%. 

d. Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP 

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, 

pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan 

serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan 

peningkatan akuntabilitas dan kinerja lnstansi kerja pemerintah. 

SAKIP merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan 

utama yang menjadi potret kinerja suatu instansi pemerintah. 

Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP adalah 

jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun 

terakhir dibagi total OPD. Hasil perhitungan jumlah OPD 

meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2023 dan 

2024 adalah 87%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 

27 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 4 OPD 

dan i total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target 

tahun 2024 yaitu 45% dengan persentase 193,33%. 

e. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran 

secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan 

atau kekurangan dan i masing-masing unsur dalam penyelenggara 

pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara 

pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 

secara periodik. Hasil Capaian Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota 

Salatiga semester 1 tahun 2024 adalah 81,96 dan semester 2 

tahun 2024 adalah 81,20 dimana nilai rata-rata SKM lnspektorat 



Salatiga tahun 2024 sebesar 81,58 mengalami kenaikan 0,49 

dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian 81,09. Capaian 

ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 80 dengan persentase 

101,975%. 

Pada pembahasan sub bab ini kami sajikan Tabel T-C.30 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat dengan format tabel 

terlampir. 



Tabel T-C.30 

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

KOTA SALATIGA 

NO Indikator 
SPM / 

Standar 
Nasional 

IKK/IKU 

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

1 2 3 4 6 7 8 8 9 10 12 12 13 
1 Meningkatkan 

pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
pemerintah daerah 

QA SPIP (Sistem 
Pengendalian Internal 
pemerintah) 

3,04 3,06 3,08 3,1 3 3,003 3,08 3,1 Tahun 2023 ada 
penggantian Rencana 
Pembangunan Daerah 
Kota Salatiga Tahun 
2023-2026 dengan  
perubahan indikator 
dan IKU Inspektorat 

QA IEPK (Indeks 
Efektivitas 
Pengendalian 
Korupsi) 

2,94 2,96 2,98 

Daerah  

3 2,798 2,802 2,98 3 

QA MRI (Manajemen 
Risiko Indeks) 

2,78 2,86 2,94 3 2,871 2,897 2,94 3 

Kapabilitas APIP 3 3 3 3 3 3 3 3 



2.3 lsu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Inspektorat 

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan Inspektorat Daerah 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Targe 
t 

2024 

Reali 
sasi 
2024 

Capaia 
n 

2024 
Analisis Keberhasilan I Kegagalan 

1) QA 
SPIP 
(Sistem 
Pengen 
dalian 
Intern 
Pemeri 
ntah) 

3,06 3,003 98,14% QA SPIP (Sistem Pengendalian Pemerintah) dengan nilai 
3,00 (level 3) adalah kondisi dimana K/L/Pemda telah 
melaksanakan praktik pengendalian intern dan 
terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas 
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang 
memadai. Kurang optimalnya nilai QA SPIP lnspektorat 
Daerah Kota Salatiga disebabkan masih adanya temuan 
berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama 5 
tahun terakhir dan belum adanya keselarasan sasaran 
strategis Pemerintah Daerah serta penetapan target dan 
indikator kinerja yang digunakan pada level OPD maupun 
Pemerintah Daerah. Meskipun sejak tahun 2018 capaian 
QA SPIP berada di level 3 tetapi belum ada peningkatan 
capaian nilai yang berarti dan i tahun ke tahun. Komitmen 
jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, 
bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern 
serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga 
sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan 
level QA SPIP. 

2) QA 
IEPK 
(Indeks 
Efektivit 
as 
Pengen 
dalian 
Korupsi 

2,96 2,802 94,66% Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas 
Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,802 (level 2) 
disebabkan belum adanya penilaian risiko korupsi yang 
digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan 
penyusunan regulasi terkait Fraud Control Plan. Untuk 
mencapai perlu upaya pencegahan dan penanganan risiko 
korupsi dalam FCP yang merupakan kerangka pengelolaan 
risiko korupsi dalam organisasi dengan 3 pilar yaitu 
kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi 
pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Komitmen 
jajaran APIP untuk melaksanakan program anti korupsi 
melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi 
serta penyusunan kebijakan Fraud Control Plan oleh 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga 
sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan 
level QA IEPK. 

3) QA MRI 
(Manaj 
emen 
Risiko 
Indeks) 

2,86 2,897 101,29% Hasil QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dengan nilai 2,897 
(level 2) disebabkan belum adanya kebijakan terkait 
Manajemen Risiko dan penerapan manajemen risiko belum 
dilakukan semua kemitraan yang memiliki peran penting 
dalam organisasi. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota 
salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait 
manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, 
diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah 
menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai 
dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu 
bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya 
secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan 
terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan 
pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko 
pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Salatiga. 



4) Kapabil 
itas 
APIP 

3 3 100% Tercapainya level kapabilitas Inspektorat Daerah Kota 
Salatiga pada level 3 (tiga) sejak tahun 2018 merupakan 
hasil dan i komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan 
kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern 
yang berfungsi sebagai early warning system dan 
pencegahan dini akan kemungkinan terjadi fraud dalam tata 
kelola Pemerintahan Daerah. Hash l capaian ini tidak 
membuat lnspektorat berpuas hati, masih banyak hal yang 
perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka 
mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3 
dan persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan 
mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi 
untuk memperbaiki tata Kelola dan manajemen risiko 
dengan outcome APIP mampu memberikan assurance 
secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan 
pengendalian intern. 

5) Indeks 
Kepuas 
an 
Masyar 
akat 

80 81,58 101,98% Tercapainya nilai lndeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat 
Daerah Kota Salatiga dengan nilai 81,58 merupakan hasil 
dan i komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas 
layanan pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga. 
Pembenahan dan perbaikan akan terus dilakukan untuk 
mempertahankan hasil capaian Indeks Kepuasan 
Masyarakat dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana 
yang dimiliki, pemanfaatan teknologi terkait layanan 
konsultasi secara daring, serta melakukan sosialisasi 
pelayanan klinik konsultasi APIP melalui sosial media, pawai 
penegakan integritas dan pemanfaatan radio Pemerintah 
Kota Salatiga secara berkelanjutan 

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga 

yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam 

mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota 

Salatiga, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator 

keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil 

evaluasi rencana aksi program sebagai berikut: 

N 
o 

Indikator 
Kinerja Tujuan/ 

Sasaran/ 
Program 
Renstra 

Sa 
tu 
an 

Target 
2024 

Realis 
asi 

2024 

Persent 
ase 

Capaian 
2024 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 7 

Indikator Program Program Penyelenggaraan 
Pen gawasan Internal 

1. Persentase 
Tindak Lanjut 
Rekomendasi 
Hashl 
Pengawasan 
Internal 

% 

88 
90,86 

103,25 

Hasil perhitungan laporan Tindak Lanjut Internal 
tahun 2024 di Kota Salatiga adalah 90,85%. Hashl 
TLHP internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut 
di Inspektorat Kota Salatiga (83,21%), BPKP 
Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi 
Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi 
target tahun 2024 yaitu 80%, dengan persentase 
116,47%. 

2 Persentase 
Tindak Lanjut 
Rekomendasi 

Pemeriksaan 
BPK RI 

Hash l 

% 

84 
94,41 

112,40 

Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI 
tahun 2024 adalah 94,41%. Capaian ini telah 
melebihi target tahun 2024 yaitu 88% dengan 
persentase 107,28% 

3 Persentase 
Jumlah OPD 
Meningkat Nilai 
Evaluasi SAKIP 

% 

45 
87 

193,33 

Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 
2024 dengan capaian 94,58% mengalami 
kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode 
tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan 
hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada 
peringkat 71 cari 542 lnstansi secara nasional dan 
berada dalam urutan ke 25 dan i 36 Kabupaten 
Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi 
target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 
112,59%. 



Indikator Program Perumusan Kebijakan, 
Pendampingan dan Asistensi 

Nilai MCP 
Korsupgah KPK 

% 

84 94,58 
112

'60 

Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 
2024 dengan capaian 94,58% mengalami 
kenaikan dibandingkan hasil capaian pada periode 
tahun 2023 dengan hasil capaian 88,08% dengan 
hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada 
peringkat 71 can 542 Instansi secara nasional dan 
berada dalam urutan ke 25 dan i 36 Kabupaten 
Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi 
target tahun 2024 yaitu 84% dengan persentase 
112,59%. 

Indikator Program Penunjang Urusan Peme Mahan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

% 

80 
81,58 101 , 98 

Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai 
evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2023 dan 
2024 adalah 87%. Jumlah OPD yang naik nilai 
SAKIP nya adalah 27 OPD sedangkan OPD yang 
turun nilai SAKIP nya adalah 4 OPD dan i total 31 
OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi 
target tahun 2024 yaitu 45% dengan persentase 
193,33%. 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi lnspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi 

1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan 

(PKPT) yang Berbasis Risiko; 

2. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah; 

3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis 

pengawasan; 

4. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 

yang berulang; 

5. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan 

sehingga berpotensi untuk tidak tertangani 

6. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan bagi 

Whistleblower System (WBS) dan pengaduan Penyalahgunaan 

Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah 

(PWKKND); 

7. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) 

dan Internal (lnspektorat, BPKP dan lnspektorat Provinsi); 

8. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for 

Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI); 

9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang 

bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi; 

10. Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti 

berpotensi menyebabkan kerugian daerah 

11. Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan 

Eksternal sebagai upaya pencegahan korupsi di kota salatiga; 



12. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan 

stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya 

pencegahan korupsi 

13. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam 

upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi; 

14. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data 

administrasi pengawasan digital; 

15. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 

pelayanan publik digital di inspektorat. 

3. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok 

fungsi 

1. Kurang komitmen dan pemahaman dan i organisasi Perangkat 

Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa 

menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah 

kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan 

ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah; 

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan 

korupsi sebagai bagian dan i kontrol sosial masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah; 

3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) 

dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah. 

4. Permasalahan Inspektorat Daerah dilihat dan i isu Pengarusutamaan 

Gender (PUG) 

1. Masih rendahnya pengawas yang memahami Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) karena belum semua 

pengawas mengikuti pelatihan pengawasan Anggaran Responsif 

Gender (ARG); 

2. Pelaksanaan pengawasan Internal belum menyentuh 

pemeriksaan anggaran Responsif Gender dalam setiap 

penugasan pengawasan 

3. Pelaksanaan pengawasan Tujuan Tertentu dan Aduan 

Masyarakat belum menyentuh penneriksaan anggaran Responsif 

Gender dalam setiap penugasan pengawasan; 



4. Kurangnya penguasaan APIP terhadap teknik penanganan 

Pengaduan Masyarakat yang responsif gender karena belum 

semua mendapatkan pelatihan investigasi dan PUG 

5. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs 

o 
Program 
Prioritas 
Wali Kota 

Outcome Program / 
Kegiatan / 

Sub Kegiatan 

Dampak 
Terhadap 
Program 
Nasional 

Hubungan 
dengan 
NSPK 

Hubungan 
dengan 

SPM 

Hubungan 
dengan 
SDGS 

. PROGRAM Terwujudn Program Adanya Upaya Pengawasan Pengawasan 
SI AKAS ya tata Penyelenggar harmonisasi Pencegahan APIP APIP 
(Salatiga kelola aan pembangunan Korupsi memperhatik memiliki 
Akuntabel, 
Kolaboratif, 
Adaptif, dan 

pemerintah 
an yang 
akuntabel 

Pengawasan 

Penyelenggar 

antara pemerintah 
pusat dan daerah, 
dimana 

harus 
meningkatka 
n Indeks 

an jenis dan 
mutu 
pelayanan 

peran 
penting 
dalam 

Sigap) dan aan memberikan Integritas pengawasan memastikan 
responsif Pengawasan dukungan dan Nasional yang wajib bahwa 
terhadap Dengan selaras dengan (SPI) diterapkan program 
pelayanan Tujuan program Nasional Pemerintah dalam tersebut 
publik yang tertentu yang termuat Daerah menjalankan berkontribusi 
berkualitas dalam Asta Cita 

Presiden dan 
Wakil Presiden RI 
yang ke 7 yaitu : 
Memperkuat 
reformasi politik, 
hukum dan 
birokrasi serta 
memperkuat 
pencegahan dan 
pemberantasan 
korupsi dan 
narkoba 

tugas yang 
bertujuan 
memastikan 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 
dan 
akuntabel 

pada 
penguranga 
n 
kemiskinan, 
peningkatan 
kesehatan, 
pendidikan 
berkualitas, 
kesetaraan 
gender dan 
tujuan SDGs 
lainnya 
melalui 
pengawasan 
dan 
pembinaan 

6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat 
Daerah 

Rencana Kerja Inspektorat Daerah disusun dengan 

menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan 

evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan 

pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian 

akan menghasilkan kekuatan (Strength) dan kelemahan 

(Weaknesses). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal 

dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, 

yang kemudian akan menghasilkan peluang (Opportunities) dan 

ancaman (Threats). 

a. Kekuatan (Strength) 

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (Strength) yang dimiliki 

oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah : 



1. Struktur organ isasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang 

telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku; 

2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan 

prosedur pengawasan yang memadai; 

3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit 

dalam pelaksanaan pengawasan; 

4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan; 

5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk 

meningkatkan kualitas pengawasan. 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

Sedangkan kelemahan (Weaknesses) yang ada di lingkungan 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah : 

1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan 

pengawasan; 

2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam 

melaksanakan tugas APIP; 

3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan; 

4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian 

pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang 

merata; 

5. Kendala dalam Komunikasi balk internal maupun dengan 

Obyek Pemeriksaan (Obrik). 

c. Peluang (Opportunities) 

Sedangkan peluang (Opportunities) yang ada di lingkungan 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah 

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem 

informasi; 

2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain 

( APIP di lnspektorat Kab/Kota lain, Inspektorat Provinsi, dan 

BPKP, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang balk (good 

governance); 

3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi 

untuk mengukur capaian kinerja pemerintah; 



4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan 

masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya 

pencegahan korupsi; 

5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP 

Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya 

sebagai pendeteksi masalah (Watchdog) bergeser dengan 

fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / (Quality Assurance); 

6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang 

penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, 

SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP. 

d. Tantangan (Threats) 

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah 

Kota Salatiga adalah: 

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi 

APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan; 

2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi; 

3. Adanya penolakan dan i pihak yang terancam sehingga 

melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan 

terhadap upaya penguatan pengawasan; 

4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber 

yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data; 

5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan 

pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan Judgment 

pengawasan. 



7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan 

prioritas tahun rencana 

Potensi 
Daerah Yang 

Menjadi 
Kewenangan 

PD 

Permasalaha 
n 

Inspektorat 
Daerah 

Isu KLHS 
yang 

Relevan 
Dengan 

lnspektorat 

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan 
Dengan Inspektorat Daerah 

Isu Strategis 
lnspektorat 

Daerah 

Global Regional Nasional 
Inspektorat Belum Tata kelola Peran auditor Ekspektas Memperkua Belum 
Daerah optimalnya pemerintah internal akan i t reformasi optimalnya 
mempunyai 
tugas 

penguatan 
pengawasan 

yang 
berbasis 

berkembang 
menjadi 

Pemerinta 
han baru 

politik, 
hukum dan 

Sistem 
Pengendalian 

membantu Intern teknologi Strategic pada birokrasi Intern 
Wali Kota pemerintah informasi dan Advisory peran serta Pemerintah 
membina dan yang telah peningkatan (Internal pengawas memperkua (SPIP) 
mengawasi menerapkan kapasitas Audit Vision an t 
pelaksanaan Sistem fiskal daerah 2035 (IA)) internal: pencegaha 
urusan Pengendalian yang belum aspek n dan 
pemerintahan 
yang menjadi 

Intern yang 
terintegrasi 

optimal strategis, 
insight & 

pemberanta 
san korupsi 

kewenangan dengan foresight dan 
Daerah dan 
tugas 
pembantuan 
oleh Perangkat 

didukung 
SDM APIP 
yang 
kompeten 

(AAIPI 
2024) 

narkoba 

Daerah. 

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 

Total pagu Inspektorat Daerah dalam penetapan RKPD tahun 

2026 adalah Rp. 12.560.247.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan 

berdasarkan kebutuhan anggaran dalam Renstra Inspektorat Daerah 

tahun 2025 — 2029 Rp. 15.329.765.861, mengalami penurunan 

sebesar Rp. 2.769.518.861,- Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 

yang telah dengan alokasi anggaran telah sesuai kebutuhan pagu 

anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat 

Daerah dengan memperhitungkan kekuatan anggaran daerah serta 

alokasi anggaran Mandatory Spending Pengawasan yang telah 

diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 

tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri 

nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan 

pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah 

daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai 

kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan 

dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan 

berdasarkan besaran persentase dan i total belanja daerah mengacu 



pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 

tahun 2022 dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 

tahun 2022 dengan klasifikasi untuk Kabupaten / Kota adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.4 
Persentase (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP 

No Total Belanja Daerah Kabupaten / Kota % Anggaran 
Pengawasan 

1.  s.d Rp. 1.000.000,000.000,- 1% 
2.  Diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d 

Rp. 2.000.000.000.000,- 
0,75% 

3.  Diatas Rp. 2.000.000.000.000,- 0.50% 
Catatan : Alokasi anggaran pengawasan 
sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk 
belanja gaji dan tunjangan 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam 

rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur 

pemerintah yang bersih dan bebas dan i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan 

Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan 

yang balk (Good Governance) 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. 

Kenaikan pagu RKPD tahun 2025 adalah Rp. 12.560.247.000 

merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Salatiga terhadap 

penguatan pengawasan dimana untuk Presentasi (%) Alokasi 

Anggaran Pengawasan APIP diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 

2.000.000.000.000,- persentase anggaran pengawasan seharusnya 

0,75% di luar belanja gaji dan tunjangan ASN. 



Pagu anggaran pengawasan untuk menunjang penguatan pengawasan 
Kota Salatiga 

No Tahun Anggaran Total 
APBD 

Total Anggaran 
lnspektorat 

Anggaran % 

1.  2021 1.068.992.597.512,- 7.180.718.948.- total 0,67% 

2.  2022 1.023.950.446.242,- 7.696.927.509.- total 0,75% 

3.  2023 1.077.936.610.946,- 11.013.078.208,- total 1,021% 
4.  2024 998.140.851.621,- 9.547.875.429,- total 0,95% 

5 2025 1.132.234.238.788,- 2.932.498.368,- Pengawasan 0,25%. 

6.368.545.780,- Gaji & 
tunjangan 

0,562% 

Anggaran belanja lnspektorat Daerah secara prosentase 

mengalami kenaikan secara bertahap sejak tahun 2021 upaya 

mendorong penguatan pengawasan lnspektorat Daerah dengan 

penguatan anggaran pengawasan 0,75% anggaran pengawasan di luar 

gaji dan tambahan penghasilan di tahun 2025 yang sudah disajikan 

dalam Tabel T-C.31 tentang reviu RENSTRA Inspektorat Daerah pada 

tahun 2025 dengan format terlampir. 



Tabel T-C.31 
Review terhadap RKPD pada Tahun 2026 

OPD : inspektorat Daerah 

N 
o 

RKPD pada Tahun 2026 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 Cata 
tan 

Pent 
ing 

Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu indikatif 

(ribu) 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan 
Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Salatiga 
114.740.000,00 Program 

Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Salatiga 147,379,949 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan Internal 
Tahun Anggaran N-1 Salatiga 

Jumlah rekomendasi 
pengawasan internal yang 
selesai di tindak lanjufi 
(pengawasan inspektorat 
+Itprov Jateng + BPKP) di 
bagi jumlah total rekomendasi 
pengawasan internal di kali 
100% 

% 90,1 
0 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan Internal 
Tahun Anggaran N-1 

Salatiga 

Jumlah rekomendasi 
pengawasan internal yang 
selesai di tindak lanjuti 
(pengawasan inspektorat 
+Itprov Jateng + BPKP) di 
bagi jumlah total 
rekomendasi pengawasan 
internal di kali 100% 

% 90.1 
0 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi BPK 
Tahun Anggaran N-1 Salatiga 

Jumlah rekomendasi 
pemeriksaan BPK RI yang 
selesai ditindaklanjuti dibagi 
jumlah total rekomendasi BPK 
RI dikali 100% 

% 94,1 
0 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi BPK 
Tahun Anggaran N-1 

Salatiga 

Jumlah rekomendasi 
pemeriksaan BPK RI yang 
selesai ditindaklanjuti 
dibagi jumlah total 
rekomendasi BPK RI dikali 
100% 

% 94.1 
0 

Penyelenggaraan Salatiga Persentase laporan % 100 94 740.000 Penyelenggaraan Salatiga Persentase laporan % 100 
Pengawasan Internal penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
Pengawasan Internal penyelenggaraan 

Pengawasan Internal 
95,000,000 

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Laporan 48 8.360.000 Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Laporan 48 
10,000,000 

Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Laporan 26 14 000.000 Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Laporan 26 
15,000,000 

Reviu Laporan Kinerja Salatiga Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

Laporan 4 10.100.000 Reviu Laporan Kinerja Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Kinerja 

Laporan 4 
14,000,000 

Reviu Laporan 
Keuangan 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuarigan 

Laporan 12 16 000.000 Reviu Laporan 
Keuangan 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Keuangan 

Laporan 12 
20,000,000 



Z
 o 
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RKPD pada Tahun 2026 " " - ------- " - • • - ---- -- - ' • ' ' - Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 Cata 
tan 

Pent 
ing 

Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu indikatif 

(ribu) 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 

Kebutuhan 
Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kerjasama 
Pengawasan Internal 

Salatiga Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal yang 
Terbentuk 

Kesepak 
atan 

1 30.000.000 Kerjasama 
Pengawasan Internal 

Salatiga Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal 
yang 
Terbentuk 

Kesepak 
atan 

1 
20,000,000 

Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Perneriksaan APIP 

Salatiga Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Dokume 
n 

4 16.280.000 Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Salatiga Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Dokume 
n 

4 
16,000,000 

Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Salatiga Persentase laporan 
Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 

% 100 20.000.000 Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Salatiga Persentase laporan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

% 100 
52,379,949 

Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Ditangani 

Laporan 1 6.000.000 Penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
Ditan_g_ani 

Laporan 1 
25,000,000 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu 

laporan 10 14.000.000 Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Salatiga Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

laporan 10 
27,379,949 

Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Salatiga 1.421.000.000 Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi 

Salatiga 
2,181,223,242 

Nilai Monitoring 
Controlling 
Surveillance For 
Prevention (MCSP) 

Salatiga Hasil Quality Assurance KPK 
atas Nilai MCSP Kota Salatiga 

Nilai 
94,6 

0 

Nilai Monitoring 
Controlling 
Surveillance For 
Prevention (MCSP) 

Salatiga Hasil Quality Assurance 
KPK atas Nilai MCSP Kota 
Salatiga 

Nilai 
94.6 

0 

Prosentase 
Penyelesaian 
Pemeriksaan 
Pengaduan 
Masyarakat (DUMAS) 

Salatiga Jumlah penyelesaian 
pemeriksaan pengaduan 
masyarakat (DUMAS) dibagi 
jumlah total pengaduan 
masyarakat yang masuk di kali 
100% 

% 100 Prosentase 
Penyelesaian 
Pemeriksaan 
Pengaduan 
Masyarakat (DUMAS) 

Salatiga Jumlah penyelesaian 
pemeriksaan pengaduan 
masyarakat (DUMAS) 
dibagi jumlah total 
pengaduan masyarakat 
yan_g masuk di kali 100% 

% 100 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Salatiga Persentase laporan 
perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

% 100 3.000.000 Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Salatiga Persentase laporan 
perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 

% 100 
10,000,000 
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tan 

Pent 
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Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu indikatif 

(ribu) 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan 

Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Salatiga Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan yang 
Disusun 

Rekome 
ndasi 

5 3.000.000 Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

Salatiga Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang 
Fasilitasi Pengawasan 
yang Disusun 

Rekome 
ndasi 

5 
10,000,000 

Pendampingan dan 
Asistensi 

Salatiga Persentase Laporan 
pendampingan dan asistensi 

% 100 1.418.000.000 Pendampingan dan 
Asistensi 

Salatiga Persentase Laporan 
pendampingan dan 
asistensi 

% 100 
2,171,223,242 

Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Salatiga Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Perangk 
at 

Daerah 

32 350.000.000 Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Salatiga Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Perangk 
at 

Daerah 

32 
478,000,000 

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokras! 

Salatiga Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Perangk 
at 

Daerah 

32 30.000.000 Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Salatiga Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Reformasi 
Birokrasi 

Perangk 
at 

Daerah 

32 
50,000,000 

Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Salatiga Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

kegiatan 7 988.000.000 Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Salatiga Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

kegiatan 7 
1,563,223,242 

Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Salatiga Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Perangk 
at 

Daerah 

32 50.000.000 Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

Salatiga Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
I nte_glitas 

Perangk 
at 

Daerah 

32 
80,000,000 
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Pent 
ing 

Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegatan 

lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu indikatif 

(ribu) 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan 
Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Salatiga Perangk 
at 

Daerah 

11.024.507.000 Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Salatiga Perangk 
at 

Daerah 
13,132,463,510 

Persentase 
terlaksananya 
kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan 

Salatiga Jumlah kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan yang 
terlaksana di bagi jumlah 
kegiatan pendukung urusan 
pemerintah di kali 100% 

ok 100 Persentase 
terlaksananya kegiatan 
pendukung urusan 
pemerintahan 

Salatiga Jumlah kegiatan 
pendukung urusan 
pemerintahan yang 
terlaksana di bagi jumlah 
kegiatan pendukung 
urusan pemerintah di kali 
100% 

% 100 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Salatiga Jumlah capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
Semester 1 & 2 dibagi jumlah 
semester penyusunan IKM di 
kali 100% 

% 81,4 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Salatiga Jumlah capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
Semester 1 & 2 dibagi 
jumlah semester 
penyusunan IKM di kali 
100% 

°A 81.4 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Salatiga Hasil penilaian evaluasi SAKIP 
oleh APIP tahun N-1 

Nilai 78,2 Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Salatiga Hasil penilaian evaluasi 
SAKIP oleh APIP tahun 
N-1 

Nilai 78.2 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Daerah 

% 100 3.000.000 Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Daerah 

% 100 
9,000,000 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Laporan 14 3.000.000 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Laporan 14 
8,000,000 

Pelaksanaannya 
pengumpulan data 
Statistik Sektorat 
Daerah 

Salatiga Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang telah 
dikumpulkan dan diperiksa 
lnspektorat Daerah 

Data 1 Pelaksanaannya 
pengumpulan data 
Statistik Sektorat 
Daerah 

Salatiga Jumlah Data Statistik 
Sektoral Daerah yang 
telah dikumpulkan dan 
diperiksa lnspektorat 
Daerah 

Data 1 
500,000 

Penyelenggaraan Wali 
Data Pendukung 
Statistik Sektoral 
Daerah 

Salatiga Jumlah Dokumen hasil 
penyelenggaraan Walidaya 
pendukung statistik 

Dokume 
n 

1 Penyelenggaraan Wali 
Data Pendukung 
Statistik Sektoral 
Daerah 

Salatiga Jumlah Dokumen hasil 
penyelenggaraan 
Walidaya pendukung 
statistik 

Dokume 
n 

1 
500,000 
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Pent 
ing . 

Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 
Pagu indikatif 

(ribu) 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
lokasi Indikator Kinerja Target Capaian 

Kebutuhan 
Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Salatiga Persentase Pembayaran Gaji, 
Tunjangan ASN dan Laporan 
Administrasi Tugas ASN 

cyc, 100 5.556.359.268 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Pembayaran 
Gaji, Tunjangan ASN dan 
Laporan Administrasi 
Tugas ASN 

% 100 
7,295,480,008 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Salatiga Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

orang/b 
ulan 

44 236.446.000 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Salatiga Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

orang/bu 
Ian 

44 
6,880,480,008 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Salatiga Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Dokume 
n 

1 5.319.913.268 Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Salatiga Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Dokume 
n 

1 
415,000,000 

Administrasi Barang 
MiIik Daerah Pada 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

% 100 22.500.000 Administrasi Barang 
Milik Daerah Pada 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase 
Terpeliharanya Barang 
Milik Daerah 

% 100 
25,000,000 

Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Dokume 
n 

1 22.500.000 Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Dokume 
n 

1 
25,000,000 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Terlaksananya 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

ok 100 500.000.000 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Terlaksananya 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

% 100 
510,000,000 

Monitoring Evaluasi 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Dokume 
n 

1 5.000.000 Monitoring Evaluasi 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Salatiga Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, 
dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Dokume 
n 

1 
10,000,000 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Salatiga Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

orang 44 495.000.000 Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Salatiga Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

orang 44 
500,000,000 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Tercapainya 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

% 100 582.108.400 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Salatiga Persentase Tercapainya 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

% 100 
604,000,000 

Penyediaan 
Komponen instalasi 
Listrik / Penerangan 
bangunan Kantor 

Salatiga Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 2 8.000.000 Penyediaan 
Komponen instalasi 
Listrik / Penerangan 
bangunan Kantor 

Salatiga Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 2 
10,000,000 
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Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Salatiga Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Paket 4 14.006.400 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Salatiga Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Paket 4 
18,000,000 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Salatiga Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket 14 55.000.000 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Salatiga Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket 14 
62,000,000 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Salatiga Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket 14 25.000.000 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Salatiga Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket 14 
29,000,000 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-urdangan 

Salatiga Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Dokume 
n 

12 3.102.000 Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Salatiga Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Dokume 
n 

12 
5,000,000 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Salatiga Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Laporan 36 15.000.000 Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Salatiga Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Laporan 36 
18,000,000 

Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Laporan 100 462.000.000 Penyelenggaraan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
RapatKoordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan 100 
462,000,000 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Persentase Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

% 100 4.000.000.000 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Persentase Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

% 100 
4,111,525,380 

Pengadaan Mabel Salatiga Jumlah Paket Mabel yang 
Disediakan 

unit Pengadaan Mabel Salatiga Jumlah Paket Mabel yang 
Disediakan 

unit 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Salatiga Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

unit - Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Salatiga Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

unit 12 
111,525,380 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

unit 1 4.000.000.000 Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

unit 1 
4,000,000,000 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Persentase Ketersediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

% 100 66.207.016 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salatiga Persentase Ketersediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

% 100 
73,500,000 
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(ribu) Indikator Kinerja Target Capaian 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

laporan 12 2.500.000 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat 
Menyurat 

laporan 12 
3,500,000 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Salatiga Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

laporan 12 45.707.016 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

laporan 12 
50,000,000 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Salatiga Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

laporan 12 18.000.000 Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Salatiga Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

laporan 12 
20,000,000 

Pemeliharaan B 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Salatiga Prosentase terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

% 100 204..332.316 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

.Salatiga 
' - 

Prosentase terpeliharaapa 
Barang Milik Daerah '. • 

% 100 
-- ''''• -•,-'603,968,122 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Salatiga Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Unit 1 38.000.000 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Salatiga Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Unit 1 
40,000,000 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Salatiga 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Unit 18 203.754.900 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Salatiga 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Unit 18 
390,000,000 

Pemeliharaan Mabel Salatiga Jumlah Mabel yang Dipelihara Unit 3 - Pemeliharaan Mabel Salatiga Jumlah Mabel yang 
D4)elihara 

Unit 3 
9,000,000 
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Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan lokasi lndikator Kinerja Target Capaian 

Pagu indikatif 
(ribu) 

Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan lokasi lndikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan 

Dana (ribu) 

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

unit 40 40.000.000 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

unit 40 
40,000,000 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

unit 1 10.573.416 Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 1 
20,950,122 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 2 2.004.000 Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Salatiga Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 2 
4,008,000 

TOTAL 12,560.247.004-  15,461,066,701 



2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat 

Penelaahan usulan program yang sudah tertuang dalam Kebijakan 

pengawasan lnspektorat Daerah tahun 2025 sebagai berikut: 

A. Kebijakan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat 

daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan 

ha l tersebut diatas ditetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Salatiga terhadap perangkat daerah ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, 

kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan 

jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah 

Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan 

daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah serta 

merupakan arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional, 

seperti: 

a. pengendalian inflasi daerah; 

b. investasi dan pelayanan publik; dan/atau 

C. penurunan prevalensi stunting. 

d. Swasembada pangan 

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan 

dalam bentuk: 

a. pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat; dan/atau 

b. pengawasan kinerja terhadap program/kegiatan yang 

menunjang sasaran strategis daerah dan mandatory spending 

yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh 

undang-undang. 

c. Pengawasan tata kelola pemerintah melalui pelaksanaan 

Monitoring Centre of Prevention (MCP) pada area intervensi 

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, 



Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, 

Pengelolaan BMD, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah. 

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dani 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui 

pengawasan mandatory, meliputi : 

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana 

keuangan daerah, dengan fokus : 

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana keuangan Daerah 

2) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah 

3) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah 

4) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon 

anggaran sementara 

5) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah 

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus : 

1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah 

2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. 

3) Pengelolaan pembiayaan daerah. 

4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan 

5) Pengelolaan barang milik daerah. 

c. Reviu Laporan Keuangan 

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus : 

1) Probity audit. 

2) Laporan kinerja (reviu). 

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu). 

4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu). 

5) perencanaan dan penganggaran yang berbasis 

gender/responsif gender (evaluasi). 

6) Pendampingan penerapan standar pelayanan minimal. 

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas, 

yaitu: 

a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN; 

b. Pengendalian gratifikasi; 

c. Pelaksanaan survei penilaian integritas; 

d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan Zona Integritas; 

e. Pembangunan reformasi birokrasi; 



f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan 

Stranas Pencegahan Korupsi; 

g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi 

terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK); 

h. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran 

meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah 

daerah telah bersih dan i pungutan liar; 

i. Penanganan pengaduan masyarakat; 

j. Evaluasi penanganan benturan kepentingan; 

k. Evaluasi pelaksanaan WBS / WBBK; 

I. Pemeriksaan investigatif; 

m. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). 

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, 

dengan fokus: 

a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3; 

b. Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP); 

c. Penerapan rnanajemen risiko; 

d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 

(seratus dua puluh) jam per tahun 

Program dan Kegiatan lnspektorat Daerah Kota Salatiga yang 

merupakan kegiatan masyarakat yang diusulkan merupakan arahan 

Nasional yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat adalah: 

1. Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan 

pengaduan masyarakat dan juga pengawasan tujuan tertentu. 

2. Kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention 

(MCSP) dimana kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan upaya 

pemantauan upaya pencegahan korupsi di daerah, dimana 

stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan 

BPKP dengan melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota se 

Indonesia. 

3. kegiatan Pengendalian Gratifikasi dengan melibatkan stakeholder 

dalam hal ini dan i dunia usaha dimana Kegiatan tersebut adalah 



upaya mencegah korupsi di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dalam 

pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar. Dalam table T-C.32. 

Tabel T-C.32 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 

KOTA SALATIGA 

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA  

NO Program / Kegiatan / Sub Lokasi lndikator Kinerja Besaran /Catatan 
Volume 

1 2 3 4 5 6 

1 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

Kota 
Salatiga 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu (Dumas dan TT) 

10 laporan 

2 PROGRAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

Pendampingan dan Asistensi Kota 
Salatiga 

Persentase Laporan 
pendampingan dan asistensi 

100% 

Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan 
dan 
Pemberantasan Korupsi 

Kota 
Salatiga 

Sosialisasi Saber Pungli 1 Kegiatan 

Kegiatan MCSP KPK 1 kegiatan 

Sosialisasi Pengendalian 
Gratifikasi 

1 Kegiatan 

Money UPG unit kerja 1 Kegiatan 



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB 

KEGIATAN 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional 

Salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional adalah 

menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang 

ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan 

efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, terbukanya peran serta 

masyarakat yang dapat menjamin kelancaran & keterpaduan tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan nasional. 

Untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, diperlukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

Dalam mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, 

bertanggung jawab serta serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien 

dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat diperlukan upaya yang komprehensif, dan terintegrasi guna 

mendorong peningkatan kinerja birokrasi, mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel. Sehubungan dengan hat tersebut, maka 

untuk rnencapai sasaran pembangunan nasional dalam mewujudkan 

good governance dan clean government, maka arah kebijakan nasional 

sebagai berikut : 

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan 

dalam bentuk KKN, dengan cara sebagai berikut 

a. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua 

jenjang pemerintahan dan kegiatan. 

b. Peningkatan budaya kerja aparatur. 

c. Peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan 

sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan 

masyarakat. 

d. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan 

pemeriksaan. 



2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan. 

3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi 

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah 

tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan 

pengejawantahan dan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Blue Print 

Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. 

Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "NGOPENI. 

NGLAKONI. Jateng". Tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

sebagai penjabaran operasional dan i visi dan misi pembangunan daerah 

Jawa Tengah tahun 2025-2029. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah 

"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi 

Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata 

Kelola Berkelanjutan". Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 

tersebut, ditetapkan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH yang akan 

diwujudkan sebagai berikut. 

1. Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas 

Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah 

2. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, 

Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan 

3. Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan 

Berkarakter 

Dalam sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah tata kelola 

pemerintahan berintegritas dan kolaboratif sebagai bagian dani 

transformasi tata kelola di Jawa Tengah. Upaya transformasi tata kelola 

merupakan arus utama dalam rangka mendorong penyelenggara 

pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, sehingga 

mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata 

kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan 

yang adaptif, yaitu pemerintahan yang senantiasa mampu 

menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang 

seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang 

tindih, sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang 



kompeten dan profesional, budaya kerja efektif dan efisien, didukung 

dengan digitalisasi dan pengawasan pengendalian berbasis risiko yang 

independen. Selain itu, tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih 

inklusif yaitu terbuka dalam berkolaborasi dengan lintas sektor 

(hexahelix) untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

tujuan pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya 

pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan juga didorong untuk 

mengedepankan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sehingga dapat 

memperbaiki pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, serta 

penyusunan kebijakan pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga 

dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dan bebas dani 

penyalahgunaan wewenang. Guna mendukung upaya transformatif 

tersebut, perwujudan stabilitas pembangunan daerah dalam bentuk 

demokrasi yang lebih substantif menjadi penting, dimana kebebasan 

dan kesetaraan dalam penyediaan ruang dialog dapat meningkatkan 

kualitas kebijakan publik. Demokrasi yang lebih substantif dapat 

menciptakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak warga negara 

sehingga mendorong terwujudnya ketentraman dan kondusivitas 

wilayah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Willingness 

to pay masyarakat dalam membayar pajak yang semakin tinggi akan 

mendorong investasi menjadi semakin besar sehingga mendorong 

peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintahan berintegritas 

dan kolaboratif akan mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan 

dinamika kondisi perekonomian sehingga menghasilkan kapasitas fiskal 

yang memadai. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah memiliki 

cukup kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan yang 

tepat sasaran, menyediakan layanan publik yang optimal, dan 

menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan 

pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu lndeks 

Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal 

Daerah. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025- 2029 merupakan 

penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, ke dalam tujuan 

dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi 



diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kota 

Salatiga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target 

pencapaian yang telah dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga 

Tahun 2025-2045 (Perda No. 7 Tahun 2024). 

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-

2029 adalah: "Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, 

Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia" 

Inspektorat Daerah Kota Salatiga melaksanakan misi pembangunan ke 3 

(tiga) yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan 

responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui 

peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur. 

Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota 

Salatiga tahun 2025 — 2029 yang di intervensi Inspektorat Daerah, Tujuan 

: Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif 

menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital. 

Tujuan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota 

Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : 

"meningkatnya kualitas pengawasan dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas" 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025-

2029 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut : 

1. Terlaksananya penguatan pengawasan dan perbaikan Sistem 

Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan 

terintegrasi. 

2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko 

korupsi. 



1 5 

F  
Indikator 
(Indikator 

Tujuan) dan 
Sum ber 

Referensi 
Indikator 

Meningkatnya Tata 
Kelola Pemerintah 
yang Baik dan Berbasis 
Digital 

Peratu ran Nomor : 
PER-
01/AAIPI/DPN/2021 
Tentang Standar Audit 
Intern Pemerintah 
Indonesia 

Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 
dalam mendukung 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang baik dan 
berintegritas 

Terlaksananya 
penguatan 
pengawasan dan 
perbaikan Sistem 
Pengendalian 
Intern 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
terintegrasi 

Nilai maturitas 
penyelenggaraan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
(SPIP) terintegrasi 

Nilai Level 
kapabilitas APIP 

Hasil Quality 
Assurance BPKP 
atas Maturitas SPIP 
Kota Salatiga 

Hasil Quality 
Assurance BPKP 
atas Kapabilitas 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah 
(APIP) 

3 Nilai 3 3 3,02 3,04 3,06 3,08 

3 3 3 Nilai 3,01 3,02 3,03 3,04 

NSPK DAN Sasa 
RPJMD yang 

Relevan 

Indikator Tujua 
/ Sasaran. 

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 
Tah 

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2026-2029 

Meningkatkan 
efektivitas 
pencegahan dan 
pengendalian risiko 
korupsi 

Indeks efektivitas 
pengendalian 
korupsi (IEPK)  

Hasil Quality 
Assurance BPKP 
atas Indeks 
efektivitas 
pengendalian 
korupsi (IEPK) 

Nilai  2,8 2,84 2,88 2,92 2,96 3 3 



3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pencapaian visi 

dan misi kepala daerah, terhadap capaian program 

nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs terhadap 

rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah. 

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga 

adalah pencapaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan sasaran 

Pemerintah Daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan 

Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 — 

2029 yang di intervensi lnspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan 

Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju 

Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintah yang Balk dan Berbasis Digital maka dalam 

mendukung tujuan dans sasaran tersebut lnspektorat Daerah Kota 

Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama 

periode tahun 2025 — 2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan di 

Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi 

dan Misi Kepala Daerah juga memberikan mendukungan terhadap 

capaian program Nasional, NSPK, SPM dan SDGS. 

o 
Program 
Prioritas 
Wali Kota 

Outcome Program! 
Kegiatan / 

Sub 
Kegiatan 

Danititik 
Terhadap 
Program 
Nasional 

Hubungan 
dengan 
NSPK 

Hubungan 
dengan 

SPM 

Hubungan 
dengan SDGS 

1. PROGRAM 
SI AKAS 
(Salatiga 
Akuntabel, 
Kolaboratif, 
Adaptif, dan 
Sigap) 

Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintaha 
n yang 
akuntabel 
dan 
responsif 
terhadap 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 

Program 
Penyelengga 
raan 
Pengawasan 

Penyelengga 
raan 
Pengawasan 
Dengan 
Tujuan 
tertentu 

Adanya 
harmonisasi 
pembangunan 
antara pemerintah 
pusat dan daerah, 
dimana 
memberikan 
dukungan dan 
selaras dengan 
program Nasional 
yang termuat 
dalam Asta Cita 
Presiden dan 
Wakil Presiden RI 
yang ke 7 yaitu : 
Memperkuat 
reformasi politik, 
hukum dan 
birokrasi serta 
memperkuat 
pencegahan dan 
pemberantasan 
korupsi dan 
narkoba 

Upaya 
Pencegahan 
Korupsi 
harus 
meningkatka 
n Indeks 
Integritas 
Nasional 
(SPI) 
Pemerintah 
Daerah 

Pengawasan 
APIP 
memperhatik 
an jenis dan 
mutu 
pelayanan 
pengawasan 
yang wajb 
diterapkan 
dalam 
menjalankan 
tugas yang 
bertujuan 
memastikan 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 
dan 
akuntabel 

Pengawasan 
APIP memiliki 
peran penting 
dalam 
memastikan 
bahwa 
program 
tersebut 
berkontribusi 
pada 
pengurangan 
kemiskinan, 
peningkatan 
kesehatan, 
pendidikan 
berkualitas, 
kesetaraan 
gender dan 
tujuan SDGs 
lainnya melalui 
pengawasan 
dan 
pembinaan 



3.3.2 Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan 

lnspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana 

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 — 2029 

berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

yang telah diubah terakhir kali dengan Kepmendagri Nomor 

900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi 

dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. lnspektorat 

Daerah berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 

12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah; 

b. Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat 

Daerah; 

c. Penyelenggaraan Wall Data Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah; 

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; 

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai; 

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi; 

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 



a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan; 

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

OPD; 

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan Mebel; 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik; 

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan; 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

c. Pemeliharaan Mebel; 

d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya; 

f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya; 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal 

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 



a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 

c. Reviu Laporan Kinerja; 

d. Reviu Laporan Keuangan; 

e. Kerjasama Pengawasan Internal; 

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; 

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu 

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah; 

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan 

Fasilitasi pengawasan 

a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan; 

2.2 Pendampingan dan Asistensi 

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; 

b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi; 

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 

d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan 

Integritas. 

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan kegiatan 

berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut : 



Tabel T-C.33 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 

rekening 

-, 

,--. 

-, 

.:, „ 

. 

Satuan Rencana Tahun Catatan 
I Penting 

:- • ' aju Re A 

2026 n 20 
Lokasi Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

lndikatif 

Sumber 
Dana 

t 
_ _ n 

. 

K- 
..„ 

2 , ... , '!,1 5 4 6 7 8 9 10 11 12 
.01.02 Program 

Penyelenggaraan 
Pengawasan 

V 
salatiga 114.740.000,00 APBD 

125.714.000 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan Internal 
Tahun Anggaran N-1 

Jumlah rekomendasi 
pengawasan internal yang 
selesai di tindak lanjuti 
(pengawasan inspektorat 
+Itprov Jateng + BPKP) di bagi 
jumlah total rekomendasi 
pengawasan internal di kali 
100% 

% 90,10 90,15 
- 

Tindak Lanjut 
Rekomendasi BPK 
Tahun Anggaran N-1 

Jumlah rekomendasi 
pemeriksaan BPK RI yang 
selesai ditindaklanjuti dibagi 
jumlah total rekomendasi BPK 
RI dikali 100% 

cyo  94,10 94,15 
- 

6.01.02.2 Penyelenggaraan Persentase laporan % salatiga 100 94.740.000 APBD 100 
.01 Pengawasan Internal penyelenggaraan Pengawasan 

Internal 
104.214.000 

6.01.02.2 
.01.0001 

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Lapora 
n 

salatiga 48 
8.360.000 

APBD 48 
9.196.000 

6.01.02.2 
.01.0002 

Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Lapora 
n 

salatiga 26 14.000.000 APBD 26 
15.400.000 



, '' 

, 
,..4.,  

- , 

4 , . 

, 
, -4.-- 

Satuan Rencana Tahun Catatan 
Penting 

Perki ncana 
2026 ahun 2027 

Lokasi -ii 
Capstan 
Kinerja 

buhn 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
_. 3 _ 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.01.02.2 
.01.0003 

Reviu Laporan 
Kinerja 

Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

Lapora 
n 

salatiga 4 10.100.000 APBD 4 
11.110.000 

6.01.02.2 
.01.0004 

Reviu Laporan 
Keuangan 

Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuangan 

Lapora 
n 

salatiga 12 16.000.000 APBD 12 
17.600.000 

6.01.02.2 
.01.0006 

Kerjasama 
Pengawasan Internal 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal yang 
Terbentuk 

Kesep 
akatan 

salatiga 1 30.000.000 APBD 1 
33.000.000 

6.01.02.2 
.01.0007 

Monitoring dan 
Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
APIP 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Dokum 
en 

salatiga 4 16.280.000 APBD 4 
17.908.000 

6.01.02.2 
.02 

Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

Persentase laporan 
Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 

% salatiga 100 20.000.000 APBD 100 
21.500.000 

6.01.02.2 
.02.0001 

Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang Ditangani 

Lapora 
n 

salatiga 1 
6.000.000 

APBD 1 
7.000,000 

6.01.02.2 
.02.0002 

Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

lapora 
n 

salatiga 10 14.000.000 APBD 10 
14.500.000 

6.01.03 Program Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan dan 
Asistensi 

salatiga 1.421.000.000 APBD 
1.487.500,000 



Kode 
rekening 

Program /Kegiati 
,./Sub Kegiatan 

d ... 

' lndikator Kinerja ''' -'''' ' ' 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Sub Kegiatan  

(output) 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 
;&' Tahun 2027 

,,,,,,, 

- ' ---K-tokasi 
- . 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

lndikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nilai Anitoring 
Controlling 
Surveillance For 
Prevention MCSP 

Nilai 
94,60 

94,70 
- 

Prosentase 
Penyelesaian 
Pemeriksaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
(DUMAS) 

Jumlah penyelesaian 
pemeriksaan pengaduan 
masyarakat (DUMAS) dibagi 
jumlah total pengaduan 
nnasyarakat yang masuk di kali 
100% 

% 100 100 
- 

6.01.03.2 
.01 

Perumusan 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 
dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Persentase laporan 
perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

% salatiga 100 
3.000.000 

APBD - 
,. 

-i 

6.01.03.2 
.01.0002 

Perumusan 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan yang 
Disusun 

Rekom 
endasi 

salatiga 5 
3.000.000 

APBD 5 
3.500.000 

6.01.03.2 
.02 

Pendampingan dan 
Asistensi 

Persentase Laporan 
pendampingan dan asistensi 

% salatiga 100 1.418.000.000 APBD 100 
1.484.000.000 

6.01.03.2 
.02.0001 

Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Peran 
gkat 

Daera 
h 

salatiga 32 350.000.000 APBD 32 
396.000.000 



-.,.S.:„..:....,..-,,...-.;;..4 

eVF,50: 

' Indikator Kinerja  -P-'ne- 
. , Program (outcome) --:.,- 

I Keg atan (output) , 
'•:- --.=:--'1 Sub Kegiatan '7 ''''' '';'-' 

4%5:,AFi-A., (output) :: -;liktrit 

Satuan 

:- ;'-'- ''':::' 
,V, INI 

„  `,,,-,:40`.: Rencana Tahun , ,, Catatan 
Penting 

4' erkiraarriVia.0 Rencana 
2026 Tahun 2027 

Lokasi 

:;4:M.':.:-{--.A 

Target 
Capaian 
Kinera 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

lndikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Ki ,J.L 4.,  

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
2 3 ,4 '-;-'' . 5 ' ,.:7::4r-77:.  ;:,'.;:t __ 7 8 9 10 It:','"! 12 

6.01.03.2 
.02.0002 

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Peran 
gkat 

Daera 
h 

salatiga 32 30.000.000 APBD 32 
33.000.000 

6.01.03.2 
.02.0003 

Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Koru•si 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

kegiat 
an 

salatiga 7 988.000.000 APBD 
1.000.000000 

6.01.03.2 
.02.0004 

Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 

Peran 
gkat 

Daera 
h 

salatiga 32 50.000.000 APBD 32 
55.000.000 

Inte • ritas 
6.01.01 Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 
Daerah 
Kabuiaten/Kota 

Peran 
gkat 

Daera 
h 

salatiga 11.024.507.000 APBD 
12.226.667.098 

Persentase 
terlaksananya 
kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan 

Jumlah kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan yang 
terlaksana di bagi jumlah 
kegiatan pendukung urusan 
iemerintah di kali 100% 

clio 100 100 
- 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Jumlah capaian Indeks 
Kepuasan Masyarakat 

81,4 81,5 
- 



No Kode 
rekening 

Program /Kegiatan 
/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan 
(output) 

Satuan Rencana Tahun Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 
2026 Tahun 2027 

Lokasi Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Semester 1 & 2 dibagi jumlah 
semester penyusunan IKM di 
kali 100% 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

Hasil penilaian evaluasi SAKIP 
oleh APIP tahun N-1 

Nilai 78,2 78,4 
- 

6.01.01.2 
.01 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Daerah 

% salatiga 100 
3.000.000 

APBD 100 
3.500.000 

6.01.01.2 
.01.0001 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Lapora 
n 

salatiga 14 
3.000.000 

APBD 14 
3.500.000 

Pelaksanaannya 
pengumpulan data 
Statistik Sektorat 
Daerah 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang telah 
dikumpulkan dan diperiksa 
lnspektorat Daerah 

Data salatiga 1 APBD 1 
- 

Penyelenggaraan 
Wali Data 
Pendukung Statistik 
Sektoral Daerah 

Jumlah Dokumen hasil 
penyelenggaraan Walidaya 
pendukung statistik 

Dokum 
en 

salatiga 1 APBD 1 
- 

6.01.01.2 
.02 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Pembayaran Gaji, 
Tunjangan ASN dan Laporan 
Administrasi Tugas ASN 

% salatiga 100 5.556.359.268 APBD 100 
6.152.204.593 

6.01.01.2 
.02.0001 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

orang/ 
bulan 

salatiga 44 236.446.000 APBD 46 
300.300.000 



1 APBD Dokum 
en 

salatiga 22.500.000 

100 APBD 500.000.000 

1 APBD Dokum 
en 

salatiga 
5.000.000 

Paket 2 2 APBD  salatiga  6.01.01.2 
.06.0001 8.000.000 

Penyediaan 
Komponen instalasi 
Listrik / Penerangan 
bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 
Administrasi Barang 
Milik Daerah Pada 
Perangkat Daerah  

Jumlah Dokumen Hashl 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Persentase Terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

6.01.01.2 
.02.0002 

100 

6.01 01.2 Pengamanan Barang 
.03.0002 Milik Daerah SKPD 

6.01.01.2 Monitoring Evaluasi 
.05.0005 dan Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 
Persentase Terlaksananya 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

1 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi  

6.01.01.2 Administrasi Umum 
.06 Perangkat Daerah 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 
Persentase Tercapainya 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

6.01.01.2 
.05.0009 

Dokum 
en 

salatiga 5.319.913.268 
5.851.904.593 

1 

100 

1 

46 

100 

44 495.000.000 APBD orang salatiga 

100 582.108.400 APBD salatiga 



No Kode 
rekening 

Program /Kegiatan 
/Sub Kegiatan 

lndikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan 
(output) 

Satuan Rencana Tahun Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 
2026 Tahun 2027 

Lokasi Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

lndikatif 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.01.01.2 
.06.0003 

Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Paket salatiga 4 14.006.400 APBD 4 
15.407.040 

6.01.01.2 
.06.0004 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket salatiga 14 55.000.000 APBD 14 
60.500.000 

6.01.01.2 
.06.0005 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket salatiga 14 25.000.000 APBD 14 
27.500.000 

6.01.01.2 
.06.0006 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Peru ndang- 
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Dokum 
en 

salatiga 12 
3.102.000 

APBD 12 
3.412.200 

6.01.01.2 
.06.0008 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjun_gan Tamu 

Lapora 
n 

salatiga 36 15.000.000 APBD 36 
16.500.000 

6.01.01.2 
.06.0008 

Penyelenggara rapat 
koordinasi dan 
konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Lapora 
n 

saiatiga 100 462.000.000 APBD 100 
517.000.000 

6.01.01.2 
.07 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

% salatiga 100 4.000.000.000 APBD 100 
4.400.000.000 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

unit salatiga APBD 
- 



e 
ening 

., 

Program /Kegiata ' 
/Sub Kegiatan - 

Indikator Kinerja -- '  . 
Program (outcome) - 
/ Kegiatan (output) 

,5,(outp 

— 

:.'" 

• ana Tahun Catat 
Penting 

-, 

erkiraan Maju Rencana 
2026 Tahun 2027 

 Lokasi Target 

Kinerja 

Kebutuharh„.,  
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Tašet 
capMan 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
1 2 3 i J, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.01.01.2 
.07.0006 

Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

unit salatiga 
- 

APBD 20 
- 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

unit salatiga 1 4.000.000.000 APBD 1 
4.400.000.000 

6.01.01.2 
;08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Ketersediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

% salatiga 100 66.207.016 APBD 100 
72.827.718 

6.01.01.2 
.08.0001 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

lapora 
n 

salatiga 12 
2.500.000 

APBD 12 
2.750.000 

6.01.01.2 
.08.0002 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

lapora 
n 

salatiga 12 45.707.016 APBD 12 
50.277.718 

6.01.01.2 
.08.0003 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

lapora 
n 

salatiga 12 18.000.000 APBD 12 
19.800.000 

6.01.01.2 
.09 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Prosentase terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

% 

_ 

salatiga 100 294.332.316 APBD 100 
323.765.548 



No Kode 
_ .r-kening 

Program IKegiatanI 
/Sub Kegiatan 

lndikator Kinerja 
, Program (outcomej .  

/ Kegiatan (output 
/ Sub Kegiatan 

(output) ' 

R r 
 ,
i,I.:,  ,p,,

,
:,  f q.f 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 

r 
Tahun 2027 

Lokasi Target 
Capaian 
Kinerja 

e.utuharì 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
1 2 3 .-.1 4 5 _ 6 7 9 10 11 12 

6.01.01.2 
.09.0001 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Unit salatiga 1 38.000.000 APBD 1 
41.800.000 

6.01.01.2 
.09.0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Unit salatiga 18 203.754.900 APBD 18 
224.130.390 

6.01.01.2 
.09.0005 

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit salatiga 3 
- 

APBD 3 
- 

6.01.01.2 
.09.0006 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

unit salatiga 40 40.000.000 APBD 40 
44.000.000 

6.01.01.2 
.09.0009 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

unit salatiga 1 10.573.416 APBD 1 
11.630.758 

6.01.01.2 
.09.0011 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

unit salatiga 2 
2.004.000 

APBD 2 
2.204.400 



No Kode 
rekening 

Program /Kegiatan 
/Sub Kegiatan 

lndikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

/ Sub Kegiatan 
(output) 

Satuan Rencana Tahun Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana 
2026 Tahun 2027 

Lokasi Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif 

Sumber 
Dana 

Target 
capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

lndikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

TOTAL PAGU ANGGARAN 12.560.247.000 13.839.881.098 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja 

urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan total pagu 

anggaran Rp15.329.765.861,- (Lima belas milyar tiga ratus dua puluh 

sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh 

rupiah) yang terbagi dalam 3 program sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

dengan kebutuhan dana / pagu anggaran Rp. 13.020.937.991,-

(Tiga belas milyar dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta 

sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan indikator kinerja 

program tahun 2026 yaitu: 

a. persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan 

pemerintah daerah dengan target kinerja 100%; 

b. lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 

81,4%; 

c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai 

78,2%. 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan dana / pagu 

anggaran Rp. 146.128.346,- (seratus empat puluh enam juta 

seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) 

a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hash l Pengawasan Internal Tahun 

Anggaran N-1 dengan target kinerja 90,10%; 

b. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 

dengan target kinerja 94,10%. 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

dengan dana / pagu anggaran Rp. 2.162.699.524,- (dua milyar 

seratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan 

ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan indikator kinerja 

program tahun 2026 yaitu: 

a. Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention 

(MCSP) dengan target kinerja 94,60%; 

b. Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan 

Masyarakat (DUMAS) dengan target kinerja 100%. 



Tabel 4.1 

Pagu dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 

. egiatan/ • 
iatan 

, 4  c,* , , , 

4  
.. ,. 

, Y , 
,. 

rr, „ 
., , 

Program  
Penyeleng . 
P — -  • n 4 

-anjut .'' ', 
endasi Hasil  i . - •_ 

wasan Internal ','' 
Anggaran N-1 

' - 
5 

tekome— Si 

• . • 
,. njuti (pengawasan inspelcto 
.•  ltprov Jateng + BPKP) di bagi 

mlah total rekomendasi 
en awasan internal di kali 100% 

al yang selesai di  
. 

t, Jumlah rekomendasi pemeriksaan 
'04'6iii—endiiiir BPK RI yang selesai 

Anggaran N-1 ditindaklanjuti dibagi jumlah total 
‘,..... rekomendasi BPK RI dikali 100% 

94 10 

Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Sakai 
ga 

Persentase laporan 
penyelenggaraan Pengawasan 
Internal 

% 100 
94.740.000 

Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Laporan 48 
8.360.000 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Laporan 26 
14.000.000 

Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Reviu Laporan Kinerja Salati 
ga 

Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

Laporan 4 
10.100.000 

Reviu Laporan Keuangan Salati 
ga 

Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Keuangan 

Laporan 12 
16.000.000 

Kerjasama Pengawasan 
Internal 

Salati 
ga 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal yang 
Terbentuk 

Kesepaka 
tan 

1 
30.000.000 

Monitoring dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 

Dokumen 
16.280.000 

Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tu.uan Tertentu 

Salati 
ga 

Persentase laporan Pengawasan 
dengan Tujuan Tertentu 

% 100 
20.000.000 

Penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
Ne.ara/Daerah 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Ne ara/Daerah an Ditan ani 

Laporan 1 
6.000.000 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu 

laporan 10 
14.000.000 

2 Program Perumu 
Kebijakan, Pen, an 
dan Asistensi :.• 

Sala 
ga 

• 4 
* 21.000.000 

Salati 
ga 

Hasil Quality Assurance KPK atas 
Nilai MCSP Kota Salatiga 

, 
Nilai Monitoring 
Controlling Su • -Elbe 
For Prevention MCSP ,-. 
Prosentase Penyelesai, 
Pemeriksaan Pengadu  - 

arakat (DUMAS) ;.' 

Salati 
ga 

• ' 

Jumlah penyelesaian 
Ipemeriksaan pengaduan 
--masyarakat (DUMAS) dibagi 
-. jumlah total pengaduan 
•masyarakat yang masuk di kali 
100% 

• 

' 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pen•awasan 

Salati 
ga 

Persentase laporan perumusan 
Kebijakan Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pen•awasan 

oh 100 
3.000.000 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pen.awasan 

Salati 
ga 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pen awasan an Disusun 

Rekomen 
dasi 

5 
3.000.000 

Pendampingan dan 
Asistensi 

Salati 
ga 

Persentase Laporan 
pendampingan dan asistensi 

% 100 
1.418.000.000 

Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Sala 
ga 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Perangka 
t Daerah 

32 
350.000.000 



No 
Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
lokasi Indikator Kinerja Target Captain Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

Salati 
ga 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, dan 
Penilaian Reformasi Birokrasi 

Perangka 
t Daerah 

32 
30.000.000 

Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

Salati 
ga 

Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi serta 
Verifikasi Penc-egahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

kegiatan 7 
988 000.000 

Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Salati 
ga 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 
Penegakan Integritas 

Perangka 
t Daerah 

32 
50.000.000 

3 Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota 

Salati 
ga 

Perangka 
t Daerah 11.024.507.000 

Persentase terlaksananya 
kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan 

Salati 
ga 

Jumlah kegiatan pendukung 
urusan pemerintahan yang 
terlaksana di bagi jumlah kegiatan 
pendukung urusan pemerintah di 
kall 100% 

% 100 

lndeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Salati 
ga 

Jumlah capaian Indeks Kepuasan 
Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi 
jumlah semester penyuSunan IKM 
di kali 100% 

ok 81,4 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Salati 
ga 

Hasil penilaian evaluasi SAKIP 
oleh APIP tahun N-1 

Nilai 78,2 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Ketersediaan 
Dokumen Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan Pembangunan 
Daerah 

% 100 
3.000.000 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Laporan 14 
3.000.000 

Pelaksanaannya 
pengumpulan data 
Statistik Sektorat Daerah 

Salati 
ga 

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang telah dikumpulkan 
dan diperiksa Inspektorat Daerah 

Data 1 

Penyelenggaraan Wall 
Data Pendukung Statistik 
Sektoral Daerah 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen hasil 
penyelenggaraan Walidaya 
pendukung statistik 

Dokumen 1 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Pembayaran Gaji, 
Tunjangan ASN dan Laporan 
Administrasi Tugas ASN 

% 100 
5.556.359.268 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Salati 
ga 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan Tunjangan 
ASN 

orang/bul 
an 

44 
5 319.913.268 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Dokumen 1 
236.446.000 

Administrasi Barang Milik 
Daerah Pada Perangkat 
Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

% 100 
22.500.000 

Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Dokumen 1 
22.500.000 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Terlaksananya 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

% 100 
500.000.000 

Monitoring Evaluasi dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Dokumen 1 
5.000.000 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Salati 
ga 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

orang 44 
495.000.000 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Tercapainya 
AdmInistrasi Umum Perangkat 
Daerah 

% 100 
582.108.400 

Penyediaan Komponen 
instalasi Listrik / 
Penerangan bangunan 
Kantor 

Salati 
ga 

Jumlah Paket Komponen 
lnstalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

Paket 2 
8.000.000 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Salati 
ga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

Paket 4 
14.006.400 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Salati 
ga 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

Paket 14 
55.000.000 



No 
Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 
lokasi lndikator Kinerja Target Captain Kebutuhan Dana 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Salati 
ga 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disedakan 

Paket 14 
25.000.000 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Salati 
ga 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
Undangan yang Disediakan 

Dokumen 12 
3.102.000 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Salati 
ga 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjuagan Tamu 

Laporan 36 
15.000.000 

Penyelenggara rapat 
koordinasi dan konsultasi 
SKPD 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Laporan 100 
462.000.000 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Terlaksananya 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

% 100 
4.000.000.000 

Pengadaan Mabel Salati 
ga 

Jumlah Paket Mabel yang 
Disediakan 

unit 

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Salati 
ga 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

unit 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Salati 
ga 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

unit 1 
4.000.000.000 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Salati 
ga 

Persentase Ketersediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

% 100 
66.207_016 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

laporan 12 
2.500.000 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

laporan 12 
45.707.016 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Salati 
ga 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

laporan 12 
18.000.000 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Salati 
ga 

Prosentase terpeliharanya Barang 
Milik Daerah 

% 100 
294.332.316 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Salati 
ga 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Unit 1 
38.000.000 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Salati 
ga 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipel ihara dan dibayarkan Pajak 
dan F'erizinannya 

Unit 18 

203.754.900 

Pemeliharaan Mebel Salati 
ga 

Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 3 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Salati 
ga 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

unit 40 
40.000.000 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Salati 
ga 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 1 

2 

10.573.416 

Pemeliharaan / 
Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Salati 
ga 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

unit 
2.004.000 

TOTAL 12.660.247.000 



BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 

disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dani 

tahun sebelumnya (2024), tahun berjalan (2025) dan tahun selanjutnya (2027) 

pelaksanaannya dapat terus dan berkesinambungan. Pemerintah Kota 

Salatiga perlu memberikan dukungan dalam memperkuat peran APIP dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 4 (empat) elemen yaitu : 

Kelembagaan APIP, Anggaran APIP, Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dan 

Fokus Pengawasan. 

Alokasi anggaran pengawasan yang telah diamanatkan dalam 

peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti 

peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang 

perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 

dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai 

kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub 

kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran 

persentase dan i total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022, namun dalam 

pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kota Salatiga juga memperhatikan 

ketersediaan alokasi anggaran di Pemerintah Kota Salatiga dengan 

optimalisasi anggaran namun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat 

Daerah tetap dapat tercapai sesuai target yang direncanakan. 

4.2 Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 yang perlu diatur sebagai berikut : 

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada lnspektorat Daerah agar 

mendukung pencapaian target-target Renja\ dan melaksanakan program 

dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat 

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai. 



3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang telah menpedomani Rencana Strategis 

(Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2026-2029, yang dilaksanakan untuk 

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan di 

lnspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029. 

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-

target Renja Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan 

Renja secara berkala. 

4.3 Rencana Tindak Lanjut 

Dalam pelaksanaan  Rencana Kerja (Renja) perlu disusun Rencana 

Tindak Lanjut (RTL) yang akan memuat tindak laniut atas program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam segi penanggung jawab, 

operasionalisasi kegiatan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang 

bertujuan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana strategis 

dan mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan 

kesungguhan dan sikap yang profesional dan i setiap personil yang ada di 

jajaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu 

mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan 

kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dan i seluruh 

aparat pemerintah. 

WALI KOTA SALATIGA 



Lampiran  

SK RENCANA KERJA INSPEKTORAT 

DAERAH TAHUN 2026 



WALI KOTA SALATIGA 

KEPUTU SAN WALI KOTA SALATIGA 
NOMOR 000.7.2/446/2025 

TENTANG 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 

WALI KOTA SALATIGA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Penabahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wiiayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan ICabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021; 

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
KESATU Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan 

sistematika terdiri atas: 
a. Bab I : Pendahuluan; 
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2025; 
a. Bab Ill: Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan; dan 
b. Bab IV: Penutup. 



KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalarn 
Lampiran sebagai berikut: 
a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah; 
b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD; 
c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah; 
d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
e. Lampiran V Rencana Kerja Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah; 
f. Lampiran VI Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
g. Lampiran VII Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik; 
h. Lampiran VIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 
i. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Pelindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

j. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Pendidikan; 
k. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kesehatan; 
1. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Sosial; 
m. Lampiran XIII Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja; 
n. Lampiran XIV Rencana Kerja Dinas Perumahan dan 

Kawasan Pemukirnan; 
o. Larnpiran XV Rencana Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup; 
p. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 
q. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan; 
r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga; 
s. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
t. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika; 
u. Lampiran )0(1 Rencana Kerja Dinas Perdagangan; 
v. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pangan dan 

Pertanian.; 
w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; 
x. Lampiran )0(IV Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 
y. Lampiran XXV Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata; 
z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan; 
aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; 
bb. Lampiran XXVIII: Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo; 
cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo; 
dd. Lampiran )00( : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan 
ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti. 



KETIGA Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman 
Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah. 

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kota Salatiga 
pada tanggal 04 NOV 2025 

WALT 1OTA SALATIG 

ROBBY HER 

Tembusan: 
1. Inspektur Kota Salatiga; 
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Salatiga; 
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; 
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. 



PEMERINTAH KOTA SALATIGA 
INSPEKTOFtAT DAERAH 

Jalan Cemara No. 38 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325518 
Fax. (0298) 325518 Situs https://irda.salatiga.go.id  

Surat Elektronik irda@salatiga.go.id  

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SALATIGA 

NOMOR •  11:)0  (-7-4  300 -20-as  

TENTANG 
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 

INSPEKTUR KOTA SALATIGA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) 
Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta efektifitas 
dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam 
proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu 
sesuai dengan jadual yang ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Inspektur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 



13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 
Pelaksariaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

15. Peraturan menteri dalarn negeri nomor 15 tahun 2008 tentang 
pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 
Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan. Gender; 

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043; 

22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-
2045; 

23. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, dengan data sebagaimana 
tercantum dal= Lam.piran keputusan mi. 

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU Keputusan in bertugas: 
a. menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2026; dan 
b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab pada Wali Kota. 



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai alcibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan : di Salatiga 
pada tanggal : a 5(Avi ao.21 

INSPE UR OTA SALATIGA 

MUT OIN 

Tembusan: 
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kota Salatiga; 
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga; 
3. Segenap Anggota Tim. 



LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR 
NOMOR : 11)0 I a C. 3boi aoas 
TANGGAL : a 5 utli .20as- 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 

NO. JABATAN DALAM DINAS 
KEDUDUKAN 

 
DALAM TIM 

1.  Inspektur Penanggung Jawab 

2.  Sekretaris Inspektorat Daerah Ketua 

3.  Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Wakil Ketua 

4.  Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Selcretaris 

5.  Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Anggota 

6.  
Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat 
Daerah 

Anggota 

7.  
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi 
Pelaporan pada Inspektorat Daerah 

Anggota 

8.  
Kasubag Umum dan Kepegawaian pada 
Inspektorat Daerah 

Anggota 

9.  PPUPD Madya pada Inspektorat Daerah Anggota 

10.  Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Anggota 

11.  PPUPD Muda pada Inspektorat Daerah Anggota 

12.  Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Anggota 

13.  Staf pada Inspektorat Daerah Anggota 































Lampiran 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

(RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2026 



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) 
INSPEKTORAT KOTA SALATIGA 

TAHUN 2026 

NO KODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

1NDIKATOR PROGRAM I 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKH1R 

PERIODE 
RENST RA 

O PO 

REALISASI 
CAPAIAN 

RENJA OPD 
TAHUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PFtAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2027 

TARGET 
2026  

PAGU INDIKATIF (Pp) LOKASI SUMBER DANA 
PRIORITAS 

KELOMPOK 
SASARAN 

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 

PERANGKAT DAERAJ4 
PENANGGUNG JAWAB 

- NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
_ 

15 16 17 

INSPEKTORAT 12.560.247.000,00 . .. — 
' 1.098,00 

• UNSUR PENGAWASAN 
URUSAN PEMERINTAHAN 

12.560.247.000,00 - • 
,....r• 
''f' 1.098,00 

8.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.560.247.000,00 13.839.881.098,00 

1. 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

11.024.507.000,00 - 12.226.667.098,00 

6.01.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinena Perangkat Daerah 

Ketersediaan Dokumen 
Perencanaan, Eyaluasi dan 
Pelaporan Pembangunan 
Daerah 

100% 3.000.000,00 - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

3.500.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.01.0006 Koordmasi clan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhhsar Realtsas, Kinena SKPD 

Jumlah Laporan Canteen 
Kinena dan Ikhtisar Realisasi 
Kinetic) SKPD dan Laporan 
Hand Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinena den 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

14 Laporar 3.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua KeI/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

3.500.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 
Perangket Daerah 

Persentase Pembayaran 
Gajt, Tunjangan ASN den 
Laporan Administrasi Tugas 
ASN 

100% 5.556.350.268,00 - - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

6.152.204.594,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumfah Orang yang 
klenefima Gall dan 
Tonjangan ASN 

46 
Orang/bulan 

5.319.913.26400 Kate 160186ge, 
SeMUO 
Kearnalin, 
Serum Kel/Dese 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

5.851.904.594,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasa 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

1 Dokumen 236.446.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

300.300.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik 
Daersh pada Perangicat 
Daersh 

Persentase Terpofiharanya 
&rang Mifik Daerah 

- 100% 22.500.000,00 Mernperkua 
I refonnasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
aorta mernp 
Murat penc 
agahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi, dan pe 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tate Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
titan Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sesual 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

24.750.000,00 INSPEKTORAT 

601.012.03.0002 Pangsmanen Sarong Milk Daerah SKPD 

SIPD-RI: dicetak pada 2025-09-03 10-58'46 



NO KODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN / PROGRAM I 

OUTCOME I KEGIATAN/ 
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

OPD 

REALLSASI 
CAPA1AN 

RENJA OPD 
TANUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2027 

PERAK GKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

TARGET 
2026 

PAGU INDIKATIF (Re) LOKAS1 SOMBER DANA 
PRIORITAS 

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jurntah Dokumen 
Pengamanan Batting Molik 
Daerah SKPD 

I Dokumen 22.500.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan. 
Semua Kal/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memparkua 
t reformasi 
politik, 
hukum dan 
brokrasi, 
serta memp 
erkuat pens 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi. 
narkoba, 
Judi, dan pe 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tate Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
ritas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualttas 
pelayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota SalatIga 

24.750.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2,05 Administras Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Tertaksananye 
Administrasi Kepegawaian 
Perengkat Daerah 

- 100% 500.000.000,00 - - 

_ 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

600.500.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.05.0005 
- 

Monitoring. Evaluasi. dan PenIlaIan Kinerja Pegawai 

Jumlar Dokumen MonitorMg, 
Evaluasi, dan Penilalan 
Kinega Pegawai 

1 Datum° 5.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua (al/Dana 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

5.500.000,00 

, 

INSPEKTORAT 

6.01.01.2,05.0009 PendIdikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsl 

Jumlah Pegawai 
Berdasarken Tugas den 
Fungsi yang Mengikuti 
Peniklikan den Pelatihan 

42 Orang 495.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecametan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- Inspektorat Daerah 
Kota Salabga 

595.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06 AdmInistras Umum 
Perangkat Daerah 

Prosen tase Tercapainya 
Administrasi Limum 
Perangkat Daerah 

- 

_ 

100% 582.108.400,00 Memperkua 
t reforrnasi 
politik, 
hukurn den 
birokrasI. 
serta memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi, dan pe 
nyeIudupan 

Penguatan 
Landasan 
Tate Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
ntas Dan 
DInamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspelnorat Daerah 
Kota Salatiga 

649.119.240 00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0001 Penyediaar Komponen Instaias 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

: orcetak pads 2025-09-03 10.'5946 Halama, 



NO KODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN I PROGRAM I 
OUTCOME / KEGIATAN 1 

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM I 
KEGIATAN I SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIGEE 
RENSTRA 

OPD 

REALISASI 
CAPAIAN 

RENJA OPD 
TABUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TABUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TABUN 2027 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

TARGET 
2026 

PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SOMBER DANA 
PRIORITAS 

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlat Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Diserhakan 

6 Paket 8.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Dese 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memperkua 
I reforrnasi 
politik, 
hukurn dan 
birokrav, 
soda tramp 
erkuat penc 
egahar dan 
pembetant 
asan 
kcrupsi, 
narkoba, 
judi, den pa 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pemerintah 
an Bennteg 
ntas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

8.800.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatoi Rumah Tangga 

Jumlat Paket Perslatan 
Purest Tangga yarg 
Disediakan 

12 Paket 14.006.400,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel!Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

15.407.040,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0004 
— 

Penyediaan Baton Logisik Kantor 

Jumlah Paket Satan Logistik 
Kantor yang Disediskan 

26 Paket 55.000.000.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Ke(Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memperkua 
t reforrnasi 
poktik, 
hukurn dan 
birokres1 
serta tramp 
erkuat penc 
egahan dan 
pembetant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi, dan pa 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
alas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sense 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Koth Salatiga 

60.5130.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Sarong 
Cetakan clan Penggandaan 
yang Disediakan 

24 Paket 25.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua KeliDesa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memperkua 
t reforrnasi 
pallet, 
hukum dan 
birokrasi, 
serta memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi 
narkoba, 
judi, dan pa 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
Mils Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

27.500.00000 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PenJndang-undangan 

Jumlat Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

24 Dokumen 3,102.000,00 Kota Salatiga, 
Sanwa 
Kecamatan, 
Semua KelDesa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspelctorat Daerah 
Kota Salvage 

3.412.200,00 INSPEKTORAT 
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NO KOOE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM I 

OUTCOME / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

OPD 

REALISASI 
CAPAIAN 

RENJA OPD 
TAHUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PFtAKIFtAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

2026 PAGU INDIKATIF (Rp) TARGET  LOKAS1 SUMBER DANA 
PRIORITAS 

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 
NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo II 12 13 14 15 16 17 

6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 Laporan 15.000.00000 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

- 

16.500.00000 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Papal 
Koordinasi den Konsultasi 
SKPD 

120 Laporan 482.000.000,00 Kota SalatIge, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatlga 

517.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.012.07 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
PemerIntah Daerah 

Prosentase Terlaksananya 
Pengadaan Barring Milk 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

- 100% 4.000,000.000,00 - - Inspektorat Daerah 
Kota SaIatiga 

- 4.400.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bengunan Lainnye yang 
Disediskan 

1 Unft 4.000.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

4.400.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.08 Penyedlaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Prosentase Ketersadiaan 
Jane Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

- 100% 

_ 

66.207.016,00 - - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

- 72.827.717,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jose Surat Menyurat 

12 Laporan 2.500.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- 

_ 

- Inspektorat Daerah 
Kota SalatIga 

2.750.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa KomunikasI, Sumber Daya Air dan UstrIk 

Jumish Laporan Penyediaan 
Jase Komunikasi, Sumber 
Day° Air dan Listrik yang 
Disediakan 

6 Laporan 45.707.016,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Sanwa Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

— 

50277,717.00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.08.0003 
— 

Penyedlaan Joss Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jane Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 18.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semis Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memperkua 
t reformasI 
pot/Ilk, 
hukum dan 
blrokrasi 
setts memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi, 
narkoba. 
judi, dan pa 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pemerintah 
an BerInteg 
ritas Dan 
DInamistlf 
12 Peningk 
Man 
kualitas 
pelayanan 
publIk 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

19.800.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.012.09 Pemeliharaan Hwang Mihk 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Prosentase terpeliharanya 
Barang Milik Daerah 

- 100% 294.332.316,00 

_ — — 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

323.765.547,00 INSPEKTORAT 

: [kaiak pads 2025-08-03 10:5846 ,a0mar. 



NO KODE 

URUSAN 1 BIDANG 
I t URUSAN PROGRAM 

OUTCOME I KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM I 
KEGIATAN I SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

OPD 

REALISASI 
CAPAIAN 

FtENJA OPD 
TAHUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
 OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2027 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

TARGET
PAGU 2026 INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA 

PRIORITAS 
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 

NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 
-- 

a 9 10 11 12 13 14 16 16 17 

6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jane Pemeliharaan, Ways Pemeliharaan, dan Polak Kendaraan Perorangen Dines Blau Kendaraan Dines Jebatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangar Dines atau 
Kendaraen Dinas Jabatan 
yang Dipelihara den 
dibayarkan Pajaknya 

1 Unit 38.000.000.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

41.800.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak den Perizinar Kendaraan Dines Operasional atau Lapangan 

Jumish Kendaraan Dines 
Operas/anal alas Lapangan 
yang Dipelihara dan 
dibayarken Pajak den 
Penzinannye 

18 UnIt 

_ 

203.754.900.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

224.130.390,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.090006 Pemellharaan Penalatan den Mersin Lainnya 

Jumlah Peralatan den Mesin 
Lainnye yang Dipelihara 

39 Unit 40.000.00000 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

44.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.09.0010 
— 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Samna dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bengunan Lainnya yang 
DipellharaiDirehabilltasl 

1 Unit 10.673.416.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Same Kel/Desa 

_ 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

11.630.757,00 INSPEKTORAT 

6.01.01.2.09.0011 Pemeliheraan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Praserana Pendukung 
Gedung Kantor alas 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitesi 

1 Unit 2.004.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Sanwa Ks//Dose 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

2.204.400.00 INSPEKTORAT 

2 6.01.02 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENGAWASAN 

114.740.000.00 - 125.714.000,00 

6.01.02.2.01 Panyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

Persentase laporan 
penyelenggaraan 
Pengewasan Internal 

- 

_ 

100% 94.740.000,00 Memperkue 
I reformasi 
politik, 
hukum dan 
birokrasi, 
aorta memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi, dan pe 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tate Kelola 
Pemerintah 
an Berinteg 
rites Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
palayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

OPD di Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

- 104.214.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 
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NO KODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN ! PROGRAM I 

OUTCOME / KEGIATAN 1 
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM! 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

OPD 

REALISASI 
CAPAIAN 

RENJA OPD 
TABUN 2024 

PRAK1RAAN 
CAPA1AN 

TARGET RENJA 
OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASAFtAN 

PRAK1RAAN MAJU RENCANA 
TABUN 2027 

PERANGKAT DAERAH  
PENANGGUNG JAWAB 

TARGET 
2026 

PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA 
PRIORITAS 

TARGET PAGU 1NDIKATIF (Rp) 
NAS1ONAL DAEFtAH 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengewasen ?<Mega 
Pemerinteh Deerah 

48 Laporan 

_ 

8.360.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Dasa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Memperkua 
t reformasi 
politik. 
hukum dan 
birokrasi, 
serta memp 
erkuat pens 
egahan dan 
perrberant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi. dan pa 
nyekrdupan 

Penguatan 
Landasan 
Tate Kelola 
Pemenntah 
an Bennteg 
ntas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

OPD di Lingkungan 
Pemenntah Kota 
Salatiga 

9.196.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.02.2.01.0002 Pengawasar Keuangan Pamenntah Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasen Keuangan 
Pemerinteh Daerah 

26 Laporan 14.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

— 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - OPD di LIngkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

15.400.000,00 INSPEKTORAT 

6.0102.2.01.0003 Revlu Laporen Kinarja 

Jumlah Laporan Hasil Reviu 
Laporan Kinega 

4 Laporan 10.100.000.00 

_ 

Semua 
Kota/Kab, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAL') 

- - OPD di Lingkungan 
Pemerintah Kota 
SalatIga 

11.110.000,00 INSPEKTORAT 

8.01.02.2.01.0004 Revit, Laporan Keuangan 

Jumlah Laporan Hull Reviu 
Laporan Keuangan 

— 

12 Laporan 16.000.000.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

OPD di Lingkungan 
Pernerintah Kota 
Salatiga 

17.600.000,00 INSPEKTORAT 

8,01.022.01.0006 Kerja Sofia Pengawasan Internal 

Jumlah Kesepakatan 
Pengawasan Internal yang 
Terbentuk 

1 
Kesepakatan 

30.0:10.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- OPD di Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

33.000.000.00 INSPEKTORAT 

6.01.022.01.0007 Monitoring dan Evaluasl Tindak Lanjut Has!! Pemeriksaan BPK RI dan Timiak Lanjut Heal Pemeriksaan APIP 

Jumlah Dot/amen Haul! 
Monitoring dan Evaluasi 
lindak Lanjut Has!! 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanfirt Has!! 
Pemeriksaan APIP 

4 Dokumen 16.280.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - OPD di Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

17.908.000,00 INSPEKTORAT 

8.01.022.02 Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 

Persentase laporan 
Pengawasan dengan Tujuan 
Tertentu 

- 10C % 

_ 

20.000.000,00 - - OPD dan 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salaliga 

- 21.500.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.02.2.02.0001 Penanganar Penyelesalan Kerugian 

Negara/Daerah 
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NO KODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN I PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM I 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PEFUODE 
RENSTRA 

OPD 

REALISASI 
CAPAIAN 

RENJA OPD 
TAHUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TAHUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2027 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

TARGET 
2028 PAM) INDIKATIF (Rp) LOKASI SURBER DANA 

PRIORITAS 
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 

NASIONAL DAERAll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Keruglan 
Negara/Daerah yang 
Ditangani 

1 Laporan 6.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan. 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAu) 

OPD dan 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

7000.000.00 INSPEKTORAT 

6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuen 
Tertentu 

10 Laporan 14.000.000.00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- - OPD dan 
Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

14.500.000,00 INSPEKTORAT 

3, 8.01.83 PROGRAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI 

1.421.000.000,00 - 1.487.500.000,00 

6.01.03.2.01 Perumusar Kebijakan Teknis 
di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

Persentase lap Oran 
perumusan Kebijakan Toknis 
di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

100 % 3.000.000,00 

_ 

Memperkua 
I reformasi 
politik. 
hukum dan 
brokrasi, 
sects memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi, 
narkoba, 
judi, dan pe 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pemenntah 
an Berinteg 
ntas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayanan 
pubfik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

3.500.000,00 INSPEKTORAT 

_ 

6.01.032.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijekan Teknis di Bidang 
Pengawasan yang Disusun 

5 Rekomend 
aid 

3.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAu) 

Memperkua 
I reformer& 
polItik, 
hukurn dan 
birokrasi, 
serta memp 
erkuat penc 
egahan dan 
pemberant 
asan 
korupsi. 
narkoba, 
Judi, dan pe 
nyeludupan 

Penguatan 
Landasan 
Tata Kelola 
Pernerintah 
an Berinteg 
vitas Dan 
Dinamistif 
12 Peningk 
atan 
kualitas 
pelayenan 
publik 
sesuai 
dengan 
standar 

Inspektorat Daerah 
Kota Salatiga 

3.500.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.03.2.02 PendampIngan dan Asistensi Persentase Leporen 
pendampIngen dan asistensi 

100% 1,418000.000,00 - - Inspektorat Daerah, 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
den Masyarakat dl 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

- 1.484.000.000,00 INSPEKTORAT 

_ 

6.01.03.2,02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemenntahan Daerah 
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NO NODE 

URUSAN I BIDANG 
URUSAN / PROGRAM f 
OUTCOME / KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM I 
KEGIATAN I SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
AKHIR 

PERIODE 
RENSTRA 

GPO 

REALISASI 
CAPAIAN 

TAHUN 2024 

PRAKIRAAN 
CAPAIAN 

TARGET RENJA 
OPD TABUN 

2025 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 
TAHUN 2027 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG JAWAB 

_ 

TARGET 
2026 

RENJA GPO  
PAGU INDIKATIF (ftp) LOICASI SUMBER DANA 

PRIORITAS 
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 

NASIONAL DAERAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah Perangkat Deerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan den Asistensi 
Urusan Pemerintahan 
Deerah 

32 perangkat 
daerah 

350.000.00000 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- Inspektorat Daerah, 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
dan Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

396.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Venfikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

Jurnlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendampingan. Asistensi, 
Verifikasi, dan Penitaian 
Reformesi Birokrasi 

32 perangkat 
daerah 

30.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- Inspektorat Daerah, 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
dan Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

33.000.000,00 INSPEKTORAT 

6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jumlah Kegiaten Koordinasi. 
Monitoring dan Evaluasi 
serfa Verifikasi Pence gotten 
dan Pemberantasan Korupsi 

— 

7 Kegiatan 988.000.000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Semua Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

- 

Inspektorat Daerah, 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
dan Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

1.000.000.000,00 INSPEKTORAT 

- 
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Veritikasi Penegakan Integritas 

Jurniah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 
Pendempingan, Asistensi 
doe Verifikasi Penegokan 
'Negritos 

_ 

32 perangkat 
daerah 

50.000000,00 Kota Salatiga, 
Semua 
Kecamatan, 
Same Kel/Desa 

DANA ALOKASI 
UMUM (DAU) 

Inspektorat Daerah, 
Organisasi 
Perangkat Daerah 
dan Masyarakat di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Salatiga 

55.000.000,00 INSPEKTORAT 

JUMLAH 12.560.247.000,00 13.839.881.098,00 

SIPP,Rt • dicetak pads 2025-09-03 10:58-46 Haiama, f 
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